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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Q.S Ali “Imran (3): 159.

! Wahbah Az-zuhaili, Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 229.
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ABSTRAK

Halimatus Zahra, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I, 2022: Implementasi
New Public Management (NPM) Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Pelayanan publik merupakan masalah terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan fungsi-
fungsi administrasi, maka dari itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu salah satu hal penting yang menjadi sebuah tolak ukur pada
pelaksanaan administrasi pemerintahan, sebagai wujud menciptakan pelayanan
publik yang berkualitas, menciptakan pelayanan prima.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini: 1. Bagaimana
implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana manfaat dari
implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ? 3. Apa faktor pendukung dan
penghambat dari implementasi New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ?

Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui implementasi New Public
Management (NPM). 2. Menjelaskan manfaat dari implementasi New Public
Management (NPM). 3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari
implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian
kualitatif, jenis deskriptif. Subyek penelitian menggunakan purposive dan teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, untuk menguji keabsahan
data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Implementasi. (NPM) di Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Jember. NPM menggunakan 7 prinsip NPM, di dalam pelayanan
perijinan ada standarisasi waktu yaitu ada 3: kepastian hukum, biaya,dan waktu.
2. Manfaat dari implementasi NPM  meningkatkan tercapainya tujuan sektor
publik (lebih efektif dan efisien). Penerapan manfaat ini diterapkan pada
pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu -mempertangungjawabkan
kinerjanya. 3. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi NPM, dilihat
dari sarana dan prasarana kantor, SDM, baik dari pegawai ASN maupun non
ASN. Faktor penghambat pada sistem yaitu New Man Error ketidaktelitian
karyawan pada saat mengoreksi pemberkasan.

Kata Kunci : New Public Management (NPM), Efektif, Efisien.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks era globalisasi tidak saja terjadi perubahan struktur
ekonomi dan sosial, tetapi juga pada perkembangan dan persaingan global
yang cepat dan meningkat tajam. Perubahan-perubahan yang luar biasa
tersebut didorong oleh perubahan teknologi dan inovasi baru yang di samping
menciptakan pilihan—pilihan baru juga memberikan tantangan terhadap
pemerintah, Khususnya dalam sistem pemerintahan yang semakin efektif,
efisien dan kualitas pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat dan upaya
meningkatkan daya saing nasional dalam mengarungi dan menggeluti
persaingan global.?

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama
dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur
pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(Menpan) No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10 Juli 2003 pada paragraf 1
butir ¢ menyebutkan pengertian pelayanan umum adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan -oleh ‘instansi pemerintah sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan

2 Muhammad Fauzan, “Implementasi Konsep New Public Management Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di PDAM Tirtamarta, Yogyakarta Periode Tahun 2011-
2014)”, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.



hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®

New Public Management (NPM) adalah paradigma baru dalam
manajemen sektor publik. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijakan
pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar
mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. NPM berasal dari
pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat
dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat
berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta
mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Fokus dari NPM sebagai
sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen
perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan
pengadministrasiannya.*

Penerapan konsep New Public Management (NPM) telah memberikan
peningkatan dramatis di sektor publik, seperti manajemen tradisional yang
kaku, model birokrasi pengelolaan sektor publik yang berbelit-belit menjadi
fleksibel, terbuka, dan lebih mengakomodasi pasar. Peningkatan kualitas-
kualitas ‘layanan, New Public -Management (NPM) mampu memberikan

perubahan besar yang optimal dalam penyediaan layanan, seperti transparansi,

% Dedy Setiyono, “Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit”, Jurnal Akuntansi dan
Investasi, Vol 3, No.2, (2019), 149.

4 Rizkya, Ovrie Maha Putra, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah, “Innovative Government Pada PDAM
Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 5, (2013), 920.



kesederhanaan, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas untuk
mendapatkan layanan yang sangat baik.”
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jember merupakan instansi yang berada di bawah naungan pemerintahan,
kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 56 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan tersebut untuk
melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal serta
pelayanan perizinan dan non perizinan, sesuai dengan peraturan Bupati, maka
secara terinci tupoksi tersebut sebagai berikut:®
1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

2. Perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal;

4. 'Pembinaan dan pelayanan -administrasi- umum dibidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, kepustakaan,

perlengkapan dan rumah tangga serta aset Badan.

® Dedy Setiyono, “Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit”, Jurnal Akuntansi dan
Investasi, Vol 3, No.2, (2019), 148.

® Dokumen Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jember, 8
Februari 2022.



5. Pengelolaan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal serta
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman
modal;

6. Pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;

7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang
penanaman modal;

8. Penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan
penanaman modal; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu program
pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good
governance atau kepemerintahan yang baik serta memperbaiki kemudahan
berusaha (Ease of Doing Bussiness / EoDB). Berdasarkan Peraturan Presiden
No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat
(1) yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat menjadi PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam -satu
kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Manajemen pelayanan sangat dibutuhkan dalam aktivitas pelaksanaan
pelayanan publik, kesempatan akan menjadi lebih baik saat penyelenggara

pelayanan publik mulai memahami terkait penerapan management, salah



satunya mengenai terciptanya kepuasan yang didapat oleh masyarakat atau
pemohon. Dari sini pentingnya masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap
pelayanan yang didapat dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sehingga kepercayaan masyarakat dapat
bertambah, dari sisni pemerintah juga akan dinilai berhasil dalam membangun
kinerja pelayanan publik yang baik. Di dalam penerapan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dirasa dapat memperbaiki kondisi pemberian pelayanan, khususnya
yang berkaitan dengan perizinan. Hal tersebut dikarenakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menggunakan pelaksanaan pelayanan publik yang bertujuan untuk
memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan izin.

Perjalanan sejarah birokrasi di Indonesia mulai zaman kerajaan, masa
kolonial, “Orde Lama dan Orde Baru, tidak dirancang untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi sepenuhnya mengabdi pada
kepentingan kekuasaan” pada masanya. Meskipun berbagai regulasi reformasi
birokrasi diterbitkan, akan tetapi sampai fase ketiga good governance belum
terwujud. Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia diawali akhir 2006,
dituangkan dalam “Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan -RB-No. 20 Tahun
2010 tentang road map Reformasi Birokrasi 2010-2014,” serta berbagai
regulasi turunannya. Meskipun berbagai regulasi dalam rangka agenda
reformasi birokrasi telah diterbitkan, namun kenyataannya hingga fase ketiga
ini (2020-2024). Tujuan Reformasi Birokrasi mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) melalui birokrasi yang profesional,



berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara belum
menunjukkan perubahan secara signifikan.’

Penerapan konsep NPM ternyata belum sepenuhnya dapat diterapkan
oleh seluruh lembaga/instansi pemerintah di Indonesia. Baru Kemenkeu dan
BPK yang menonjol dalam menerapkan peinsip-prinsip NPM. Berbagai
kendala dan hambatan muncul antara lain: perekonomian di negara kita lebih
didominasi perusahaan asing bukan pengusaha lokal, privatisasi sector publik
sulit dilakukan karena kondisi market yang belum cukup stabil atau kuat,
korupsi meningkat, system kontrak dalam penyediaan pelayanan publik justru
memunculkan korupsi dan politisasi, dan struktur kelembagaan masih miskin
fungsi kaya struktur.®

Penelitian yang dilakukan Siti Zuhro dkk, menemukan bahwa
desentralisasi politik yang dilakukan sejak tahun 1999 di Indonesia
memberikan tempat yang tepat bagi bangkit kembangnya lembaga-lembaga
lokal seperti Nagari, Subak dan lain-lain. Ini menjelaskan fenomena
peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan, maupun
dalam mempengaruhi kebijakan publik. Secara kuantitatif peningkatan
aktivitas publik ini dapat dipahami dengan melihat peningkatan jumlah CSO
(Civil Society Organization) dari sekitar 10.000 pada tahun 1999 menjadi dua
kali lipatnya setahun kemudian. Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan

otonomi daerah, penerapan New Public Management (NPM) dalam manajemen

” Sri Hartati, “Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di
Indonesia,” Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), Vol. 8, No. 2, (2020), 65-84.

® Sri Hartati, “Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di
Indonesia,” Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), Vol. 8, No. 2, (2020), 82.



pemerintahan daerah, telah mengantarkan kepada efisiensi dan Kinerja
birokrasi yang tinggi. Kemitraan diantara sektor publik dan privat atau Public-
Privat Partnership (PPP) saat ini telah menjadi standar konsep dalam
lingkungan pemerintahan lokal. Di negara-negara berkembang, PPP dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan modal pembangunan
yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Public-privat partnership dipandang
sebagai cara yang paling baik untuk mengatasi hubungan dan interaksi yang
kompleks dalam suatu masyarakat modern berbasis jaringan.’

Berdasarkan wawancara berikut daftar instansi yang menerapkan New

Public Management (NPM) di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1
Penerapan New Public Management (NPM)
Instansi NPM
DPMPTSP Sudah
Dukcapil Sudah
Dinas PU Cipta Karya Sudah
Dinas Koperasi Sudah

Sumber: Diolah Wawancara Bapak Andika (Kasubag Umum dan
Kepegawaian).

Berdasarkan data tabel perbandingan di atas bahwasanya penerapan
New Public Management (NPM) di-Kabupaten Jember sudah diterapkan dari
beberapa instansi diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dukcapil, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Koperasi. Dari
perbandingan instansi yang saya ambil dinas tersebut saling berhubungan dan

bergerak di bidang pelayanan masyarakat Jember. Sistem pelayanan diantara

° Ani Agus Puspawati, “Penerapan New Public Management (NPM) Di Indonesia (Reformasi
Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik),” Jurnal llmu Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, (2016), 46.



ke-empat Dinas tidak jauh berbeda, akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menggunakan sistem OSS penerapan
yang dilakukan sudah mulai 4 Agustus 2021. Perijinan berusaha terintegrasi
secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dengan tujuan sebagai
bentuk reformasi pada bidang perijinan usaha, pemohon tidak perlu langsung
ke Dinas untuk mengurusi perijinan cukup di sistem OSS. Sebelum adanya
OSS masyarakat menggunakan sistem manual karena awalnya ijin yang
diajukan harus melalui proses dan birokrasi panjang dan secara fisik harus
hadir dengan adanya OSS maka masyarakat bisa mengurus ijin usaha dengan
lebih praktis, cepat, tanpa harus keluar dari rumah atau kantornya.

Dari hal ini peneliti tertarik untuk mengambil instansi dinas tersebut
sebagai tempat penelitian karena disamping sistem pelayanan, penerapan New
Public Management (NPM) sudah terwujud, hal ini bisa dilihat dari sistem
pelayanannya, personil/pegawai, serta penataan fasilitas kantor dalam
pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan efisiensi prosedur,

transparansi aturan dan biaya, serta kenyamanan masyarakat yang dilayani.



Gambar 1.1
Penerapan Inovasi

1. Kedisiplinan dalam jam kerja

Ketentuan jam kerja setiap pegawai setiap hari mengisi
absensi, dan pelayanan sampai 15.00 kecuali ishoma
dilakukan secara bergantian

2. Inovasi
a. Penetapan Covi Morning: Mendatangkan pelaku usaha
b. on the spot: Pelayanan ditempat
¢. membangun website

— 3. Membangun sistem —

Mengadakan sosialisasi atau informasi terkait prosedur perijinan atau
penanaman modal melalui Facebook, Instagram, Twitter

Sumber: Diolah Wawancara Bapak Andika (Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Penerapan terkait inovasi yang dilakukan instansi tersebut, hal ini bisa
memangkas pemahaman birokrasi.'® Instansi pemerintahan ini membagi bidang
pelayanan dalam beberapa loket sesuai dengan pengurusan perijinan masing-
masing serta beberapa model pelayanan yang bermutu demi mewujudkan
pelayanan Good Governance.

Pelayanan publik merupakan masalah terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam “menjalankan Kkinerja dan
fungsi-fungsi administrasi, maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu hal yang penting yang

menjadi sebuah tolak ukur pada pelaksanaan administrasi pemerintahan,

10 Andika, wawancara, Jember, 8 Februari 2022.
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sebagai wujud menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan yang
bisa menciptakan pelayanan prima atau hal yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat/pemohon. Permasalahan dalam
pelayanan yang diberikan administrasi instansi tersebut yaitu terkait dengan
keluhan masyarakat atas pelayanan perijinan yang terkesan berbelit-belit dan
membutuhkan waktu yang lama terkait sistem prosedur perijinan, terkait hal ini
instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap
memberikan pelayanan dengan menerapkan inovasi tadi untuk meningkatkan
pelayanan.

Hal yang unik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember pada kemajuan instansi, pada mulanya instansi
pelayanan perijinan kantornya bersifat umum di PU Cipta Karya pada tahun
2017, berdasarkan peraturan Bupati pelayanan perijinan dipisah menjadi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas penanaman Modal. Pada bulan
September 2021 tempat Windows Of Jember diserahkan pada instansi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “layak dijadikan
pelayanan Terpadu Satu Pintu, banyaknya pemohon untuk mengurusi surat
perijinan, mengikuti secara protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, dan
parkiran luas”. Sangat layak untuk dijadikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember."* Wujud nyata dari kemajuan instansi dilihat dari fasilitas

kantor dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan, seperti halnya ruang

11 Andika, wawancara, Jember, 8 Februari 2022.
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tunggu, loket pelayanan masing-masing perijinan, dan tempat pegawai bagian
penanaman modal, hal ini bisa meningkatkan pelayanan Good Governance.

Dari hal ini masyarakat akan memberikan penilaian ataupun bisa
melihat etos kerja instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember merupakan salah satu institusi pelayanan publik
yang memegang peranan penting bagi peningkatan tatanan kabupaten jember.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk
dapat melayani masyarakat, mampu bersaing, memberikan pelayanan yang
bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Maka dari paparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji New Public
Management (NPM), memang sudah ada yang mengangkat teori ini
sebelumnya, tetapi saya lebih fokus pada aspek penerapan New Public
Management (NPM), manfaat dari implementasi NPM, serta faktor pendukung
dan penghambat NPM. Dari teori New Public Management (NPM) bisa
mengetahui penerapannya di instansi tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu
lebih membahas pada aspek manajemen untuk meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) sedangkan Teori NPM merupakan teori baru yang dilakukan
dalam instansi pemerintahan meskipun mucul pada tahun-1990-an jarang sekali
penelitian terdahulu mengambil teori ini, ada beberapa penelitian terdahulu
tetapi teori NPM ini dikaitkan dengan mutu pelayanan yang ada pada Dinas
Kesehatan jarang sekali yang mengkaitkan NPM pada Instansi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



12

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi
New Public Management (NPM) Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah
fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang
akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus
disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan
dalam bentuk kalimat tanya.*?

1. Bagaimana implementasi New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember?

2. Bagaimana manfaat dari implementasi New Public Management (NPM) di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jember?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi New Public
Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan

dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian

kualitatif adalah untuk menemukan dalam artian menemukan berarti

12 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya IImiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya
limiah, 45.
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sebelumnya belum ada atau belum diketahui, dengan metode kualitatif maka

peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi

sosial, memahami pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi
teori.”?

1. Untuk mengetahui implementasi New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui manfaat dari implementasi New Public Management
(NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi
New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bagi
penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Kegunaan penelitian harus realistis."* Adapun manfaat yang diharapkan dari

peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian diharapkan mampu

menambah pengetahuan dan wawasan tentang New Public Management

'3 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.
% Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya
lImiah, 45.
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(NPM) bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum,
sebagaimana peneliti mendapatkan informasi bahwasannya pemahaman
mengenai New Public Management (NPM) sangat minim.

b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddig Jember, khusunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi Ekonomi Syariah semoga berguna sebagai sumber rujukan bagi
peneliti yang melakukan penelitan dengan kajian yang sama atau
menambah pustaka di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddig Jember.

c. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam
mengembangkan pengetahuan tentang New Public Management (NPM),
NPM ini merupakan teori managemen baru yang lebih mengarah pada
sektor publik. Dalam teori NPM ini lebih menekankan pada output
kebijakan pemerintah dengan cara controlling.

d. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat
sebagai suatu pemahaman dan informasi pengetahuan bagi masyarakat,
sehingga masyarakat akan mengetahui pentingnya keberadaan
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Jember,
terutama masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai
instansi pemerintahan tersebut dalam bidang perizinan.

2. Manfaat Teoritis
a. Menjadi bahan teoritis untuk berguna dalam kepentingan karya ilmiah

berbentuk tugas akhir/skripsi
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b. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi ilmu ekonomi secara
umum
c. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang
berhubungan dengan kajian New Public Management (NPM).
E. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak
terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh
peneliti.”
1. New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) merupakan suatu paradigma
alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional menjadi
administrasi publik yang efektif, efisien serta lebih mengakomodasi pasar.
Penerapan New Public Management (NPM) dapat dipandang sebagai bentuk
modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik yang
mendorong demokrasi.*® New Public Management (NPM) Jan Erik Lane
dalam bukunya menetapkan proposisi dalam mengartikulasikan New Public
Management - (NPM) sebagai bentuk tunggal, teori ~koheren dalam
manajemen sektor publik, dan juga untuk menegaskan kembali relevansi
yang terus-menerus (berkesinambungan) dari sektor publik.*” Implementasi

New Public Management (NPM) di instansi Dinas Penanaman Modal Dan

*° Ibid, 52.

16 Dedy Setiyono, “Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit”, Jurnal Akuntansi dan
Investasi, Vol 3, No.2, (2019), 3.

17 Jan Erik Lane, New Public Management (London-UK, New York-USA: Routledge, 2000), 2.
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu peneliti akan mengetahui penerapan NPM
berdasarkan komponen yang ada didalam NPM untuk meningkatkan
kualitas dalam pelayanan instansi tersebut, serta wujud nyata penerapan
New Public Management (NPM) yang sudah diterapkan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memangkas birokrasi.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan salah satu peragkat pemerintah daerah di Kabupaten Jember
yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang khusus
bertugas memberikan pelayanan mengenai perijinan yang langsung
bersinggungan kepada masyarakat atau pemohon. Pada dasarnya dapat
dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah
daerah dengan tujuan diharapkan mampu memberikan layanan publik yang
berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
Kabupaten Jember.
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global
apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangkan

penyusunan penelitian yang akan dibuat dalam bab:
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BAB | : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, indikator, dan sistematika
penulisan.
BAB |1 : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang
dilakukan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data,
analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.
BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berupa penyajian dan analisis data, bab ini berisikan
gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.
BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi untuk
memperoleh gambaran tentang penelitian yang diteliti dan memberikan saran-

saran konstruksi yang terkait dengan penelitian ini



BAB Il
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian
membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum
terpublikasikan, berupa (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal
ilmiah, dan sebagainya).'® Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat
dilihat sampai sejauh mana orsinalitas dan posisi peneliti yang hendak
dilakukan. Perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang

fokus penelitiannya berkaitan dengan New Public Management (NPM) .

Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Riska Ayuningtyas, “Tantangan Dan Peluang Pelayanan Administrasi Di
Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”, (2022), Program Studi
Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Soedirman.*®

Tujuan penelitian “ini--adalah pertama, untuk mengetahui faktor
penghambat pelayanan administrasi yang harus diubah di era pandemi

COVID-19 di tingkat lokal (desa). kedua, untuk mengetahui solusi yang

'8 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya
lImiah, 46.

19 Riska Ayuningtyas, “Tantangan Dan Peluang Pelayanan Administrasi Di Era Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”, (SKripsi,
Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

18
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dapat digunakan dalam meningkatkan pelayanan administrasi di era
pandemi COVID-19 di tingkat lokal (desa).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Informan penelitian ini terdiri dari 10 orang perangkat desa dan 4 orang
masyarakat penerima layanan. Pemilihan informan penelitian menggunakan
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam
penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik
dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat beberapa
faktor penghambat (tantangan) dalam pelayanan administrasi tingkat desa
yang harus diubah yaitu dari aspek prosedur pelayanan, prosedur pelayanan
online di desa sulit dipahami masyarakat karena SDM masyarakat desa Beji
masih rendah; sarana dan prasarana di kantor masih sangat kurang
memadai; kompetensi para petugas pemberi layanan masih sangat rendah
karena belum semua menguasai pelayanan online dan teknologi informasi
dan komunikasi (komputer). Kedua, terdapat peluang atau solusi yang dapat
digunakan yaitu dalam aspek prosedur pelayanan, pemerintah desa dapat
mengadakan sosialisasi tentang pelayanan online, meringkas tata cara online

dengan memanfaatkan media sosial untuk mengirimkan syarat-syarat yang
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dibutuhkan, menyediakan wadah atau aplikasi untuk masyarakat desa beji
dalam pelayanan administrasi online di tingkat desa secara sistematis.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu
salah satu fokus faktor penghambat, yang sebagaimana tercantum;
penelitian membahas tentang faktor penghambat pelayanan administrasi
yang harus diubah di era pandemi COVID-19 di tingkat lokal (desa), dan
untuk mengetahui solusi yang dapat digunakan dalam meningkatkan
pelayanan administrasi di era pandemi COVID-19 di tingkat lokal (desa),
dan perbedaan terletak pada jumlah informan yang diambil. Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada
penelitian deskriptif kualitatif dan pembahasan New Public Management
(NPM), dan persamaan terletak pada teknik pengumpulan data dan
keabsahan data.

2. Lilis Suriani dan Yudha Yoserizal. “Analisis Pelayanan Publik Pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan
Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi Pelayanan Kartu Keluarga Dan E-
KTP)” (2022), Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara, Universitas Islam
Riau.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pelayanan publik pada unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian

metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tipe penelitian ini adalah

2 I ilis Suriani dan Yudha Yoserizal, “Analisis Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi
Pelayanan Kartu Keluarga Dan E-KTP),” Jurnal Kemunting, Vol, 3 No. 1, (2022), 571.
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survei deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai
alat pengumpulan data. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini
yaitu berjumlah 44 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang
digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan
teknik daftar kuisioner dan wawancara serta teknik observasi. Sementara
teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat
bantu tabel frekuensi.

Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa; analisis
pelayanan publik pada unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi Pelayanan
Kartu Keluarga dan E-KTP)” yaitu cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan
dari hasil pengukuran masing-masing indikator berikut ini: 1) transparansi
dalam proses pelayanan kartu keluarga dan E-KTP perlu ditingkatkan
dengan membuka jaringan informasi pelayanan, 2) akuntabilitas dalam
proses pelayanan kartu keluarga dan E-KTP perlu ditingkatkan terutama
konsekuensi terhadap peraturan yang ada sehingga tercipta akselerasi
pelayanan kartu keluarga dan E-KTP yang lebih baik kepada masyarakat, 3)
kondisional ‘dalam proses pelayanan kartu keluarga dan E-KTP perlu
ditingkatkan melalui peninjauan kembali SOP (Standar Operasional
Prosedur) bagi pelayanan Kartu Keluarga dan E-KTP menyangkut batas
waktu penyelesaian berkas Kartu Keluarga dan E-KTP, 4) partisipatif dalam
proses pelayanan kartu keluarga dan E-KTP perlu ditingkatkan karena

pegawai belum mampu memenuhi aspirasi, kebutuhan dan harapan
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masyarakat sebagai pengguna layanan, 5) kesamaan hak dalam proses
pelayanan kartu keluarga dan E-KTP perlu ditingkatkan, agar kepercayaan
masyarakat terhadap tugas pelayanan pegawai unit pelaksana teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis, terutama dalam hal tidak membedakan golongan dan status
sosial apapun kepada masyarakat yang meminta pelayanan di Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Perbedaaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan
peneliti terletak pada penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan
daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Pembahasan fokus pada
pelayanan publik pada unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, sedangkan
penulis pada implementasi New Public Management (NPM).

3.Yuda Tri Putra dan Lince Magriast, “Inovasi Pelayanan Publik E-
Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi
Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik Rsud Sultan Thaha Syaifudin
Kabupaten Tebo” (2022), Universitas Negeri Padang.?

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan
inovasi pelayanan publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri

Tebo dalam mengatasi masalah pembangunan gedung poliklinik Rumah

2! yuda Tri Putra dan Lince Magriast, “Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa
Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik Rsud Sultan
Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo,” Jurnal llmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6. No. 1,
(2022), 2228.
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Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan
data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Pemilihan infoman
menggunakan teknik purposive sampling dengan uji keabsahaan
menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menjelaskan E-Pendampingan Halo Jaksa
digunakan sebagai media penyampaian informasi progres pembangunan
serta sebagai media komunikasi untuk bantuan pendampingan hukum oleh
Kejaksaan Negeri Tebo dalam membantu mengatasi permasalahan
pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo tentunya juga permasalahan
pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha
Syaifudin Tebo. Selanjutnya melihat bagaimana dampak yang dihasilkan
dari adanya E-Pendampingan Halo Jaksa dalam pembangunan gedung
poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu
salah satu fokus penelitian membahas tentang penerapan inovasi pelayanan
publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo dalam
mengatasi masalah pembangunan gedung poliklinik-Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo. Sedangkan peneliti fokus
pada implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada teknik pengumpulan

data, keabsahan data.
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4. Agnesia Ruli Ayu Rahmawati, “Analisis Penerapan Konsep New Public
Management (NPM) Pada Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Di
Jawa Timur)”, (2022), Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
penerapan New Public Management (NPM) pada kinerja organisasi.
Penelitian ini dilakukan pada RSUD Nganjuk. Metodologi skripsi tersebut
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Penelitian
ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data primer melalui
wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Unit analisis dalam
penelitian ini adalah para narasumber yaitu direktur dan kepala bagian
keuangan RSUD Nganjuk.

Hasil dari penelitian ini yaitu: bahwa penerapan New Public
Management (NPM) pada kinerja organisasi melalui ketujuh aspek
penerapan NPM di RSUD Nganjuk sudah memberikan dampak yang positif
dalam beberapa hal yaitu adanya efisiensi, akuntabilitas, efektifitas yang
dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan terhadap publik
meskipun masih belum berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu,
terletak pada metode pendekatan dengan studi kasus, dan menggunakan data
primer dan sekunder yaitu data primer melalui wawancara dan data

sekunder berupa dokumentasi. Persamaan dari penelitian ini dengan

22 Agnesia Ruli Ayu Rahmawati, “Analisis Penerapan Konsep New Public Management (NPM)
Pada Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Di Jawa Timur)”, (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Malang, 2022).
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode pendekatan
kualitatif, dan pembahasan penerapan New Public Management (NPM),
serta fokus penelitian untuk menganalisis penerapan New Public
Management (NPM) pada kinerja organisasi.

5. Ahyani Radhiyani, “Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros” (2021),
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Makassar.?®

Fokus dalam penelitian ini adalah difokuskan pada “Analisis
Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Maros“ yang objek utamanya merupakan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor
keberhasilan apa saja yang diterapkan dalam memberikan pelayanan publik
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maros.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari,
menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan

memahami interaksi sosial dengan wawancara, observasi dan dokumentasi,

2 Ahyani Radhiyani, “Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Maros”, (Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
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yang berlokasikan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Maros terletak di JIn. Asoka No.1 Turikale Maros 90561.
Sumber data dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder,
sedangkan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: menunjukkan bahwa pelayanan publik
di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maros sudah baik atau bisa dikatakan sudah terpenuhi. Maka penulis
menarik kesimpulan penting vyaitu faktor-faktor keberhasilan dalam
memberikan pelayanan dari suatu instansi dipengaruhi oleh faktor
persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian,
biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelayanan,
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana
dan prasarana.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu
salah satu fokus penelitian membahas tentang pelaksanaan pelayanan, dan
faktor-faktor keberhasilan apa saja yang diterapkan dalam memberikan
pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten ‘Maros, yang objek utamanya merupakan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif.

. Ria Lestari, “Analisis Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Terhadap

Kualitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi
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Pada Rumah Sakit Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung)” (2021),
Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.?

Fokus penelitian ini adalah difokuskan pada manajemen pelayanan
yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek terhadap
kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk manajemen
pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel
Moeloek terhadap kualitas pelayanan publik ditinjau dari perspektif
ekonomi Islam.

Metodologi skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif,
dengan jenis penelitian deskriptif yang berlokasikan di Rumah Sakit Umum
Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung. (RSUDAM) dalam penulisan
penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,
berdasarkan data dan informasi yang didapat populasi dalam penelitian ini
adalah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek dan pasien
rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek. Sampel dalam
penelitian  ini- adalah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel
Moeloek dan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel

Moeloek berjumlah 30 orang, yaitu terdiri dari dokter, perawat, petugas

2 Ria Lestari, “Analisis Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Abdoel Moeloek
Provinsi Lampung”, (Skripsi, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).
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administrasi, serta pasien rawat jalan. Sedangkan teknik pengumpulan data:
observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pelayanan RSUDAM masih perlu
banyak melakukan perbaikan dalam segi pelayanan baik dari segi sumber
daya manusia, maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam memberikan
pelayanan kepada pasien. Sejauh ini masih terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh rumah sakit terkait keluhan yang dirasakan dan
disampaikan oleh pasien, yaitu kurangnya perhatian dari petugas medis
terhadap kondisi pasien sehingga terkesan acuh, kurangnya pendampingan
dan penyuluhan kepada pasien mengenai alur pelayanan rumah sakit, serta
pelayanan yang terkesan lambat. Penyampaian layanan/jasa harus tepat
waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Penyempurnaan kualitas
jasa juga merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan
pelanggan. Setidaknya ini disebabkan oleh faktor biaya, waktu menerapkan
program, dan pengaruh layanan pelanggan. Ketiga faktor ini merupakan inti
pemahaman dan penerapan suatu sistem yang responsif terhadap pelanggan
dan organisasi untuk pencapaian kepuasan optimum.

Adapun yang menjadi-pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu,
terletak pada jenis peneliti, penulis menggunakan jenis penelitian studi
kasus serta pada fokus masalah yang berbeda yaitu difokuskan pada:
manajemen pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
Abdoel Moeloek (RSUDAM) terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut, dan kualitas pelayanan pablik
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ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti yakni
menggunakan New Public Management (NPM), serta lebih fokus pada
penerapan New Public Management (NPM) di Dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Jember. Persamaan dari penelitian
ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode
penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif.

7. Rydho Febri Ramadhan dan Vicka Tamaya, “Standar Pelayanan Publik di
Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA (Public
Service Standards during the Covid-19 Pandemic: ITERA Library Service
Study Study)” 2021, Universitas Lampung.?

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kualitas pelayanan public
UPT perpustakaan ITERA khususnya dalam penyediaan pelayanan pustaka
kepada Civitas Akademika. Penelitian disampaikan pada penulisan ini
adalah New Public Management (NPM) dilakukan oleh UPT Perpustakaan
ITERA dapat memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas di tengah
situasi pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
perubahan pelayanan publik di masa pandemi melalui pendekatan model
New Public Management (NPM).

Peneliti menggunakan ' pendekatan kualitatif untuk menganalisis
permasalahan yang ada. Dengan mengambil pendekatan studi kasus di Unit

Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera, peneliti ingin memahami

2 Rydho Febri Ramadhan dan Vicka Tamaya, “Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi
Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA (Public Service Standards during the Covid-19
Pandemic: ITERA Library Service Study)”, Jurnal Studi llmu Sosial dan Politik (Jasispol), Vol. 1
No. 1, (2021), 57-56.
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manajemen pelayanan dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19. Teknik
pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dengan melakukan
wawancara dan mengumpulkan data sekunder.

Hasil Penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa pandemi
Covid yang melanda Indonesia menyebabkan perubahan pada pelayanan
public khususnya pelayanan pada perpustakaan ITERA. Perubahan
pelayanan publik terjadi pada standar pelayanan publik perpustakaan
ITERA dan mengakibatkan adanya inovasi-inovasi baru pada pelayanan
Perpustakaan Institut Teknologi Sumatera. Standar pelayanan publik
mencakup prosedur pelayanan dan jangka waktu, tarif/biaya, produk
pelayanan dan sarana prasarana.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu
salah satu fokus penelitian membahas tentang kualitas pelayanan public
UPT perpustakaan ITERA khususnya dalam penyediaan pelayanan pustaka
kepada Civitas Akademika model New Public Management (NPM), serta
penelitian terdahulu mengambil pendekatan studi kasus. Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada
penelitian deskriptif kualitatif dan pembahasan pelayanan publik dengan
teori New Public Management (NPM).

. Antonia Jultri, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y., “Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan New

Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
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(Studi Pada BKAD Kabupaten Malang)” (2021), Universitas PGRI
Kanjuruhan Malang.?®

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD), Dan New Public Management (NPM).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan
menggunakan jenis penelitian explanatory research. Adapun metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling
yaitu dilakukan pada 65 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan
teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner atau angket.
Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik uji
asumsi Klasik serta analisis statistik regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial
pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP), penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD), dan  New Public "Management (NPM) berpengaruh
terhadap “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”. Penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

%6 Antonia Jultri, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah Dan New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi
Pada BKAD Kabupaten Malang)”, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) V. IX No. 1,
(2021).
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kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel lain berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu
terletak pada jenis penelitian, penelitian terdahulu mengambil jenis
penelitian explanatory research, dengan menggunakan metode kuantitatif,
serta fokus penelitian yaitu; untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
dari kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD), dan New Public Management (NPM). Persamaan penelitian
tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada sama-sama
membahas mengenai New Public Management (NPM), akan tetapi dalam
penelitian terdahulu mengkaitkan New Puclic Management (NPM) dengan
kualitas laporan keuangan pemerintah.

9. Crisantos Jovano, “Dampak Re-Branding Kota Wisata Batu Dalam
Perspektif New Public Management (NPM).” (2021), Program Studi
Administrasi Publik Fakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Tribhuwana Tunggadewi.”’

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak
re-branding Kota Wisata Batu dalam perspektif New Public Management
(NPM), faktor pendukung dan penghambat re-branding Kota Wisata Batu

dalam perspektif New Public Management (NPM). Penelitian yang

2 Crisantos Jovano, “Dampak Re-Branding Kota Wisata Batu Dalam Perspektif New Public
Management (NPM)”, (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, 2021).
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dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, serta
dalam menganalisa data mengunakan teknik reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya dampak dari re-branding
Kota Wisata Batu yaitu adanya jati diri atau identitas kota Batu, menarik
Investor luar untuk masuk ke Kota Batu, menarik daya tarik kunjungan
wisata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak lepas dari
kinerja penerapan New Public Management (NPM) yang dimaksud yaitu
mewirausahakan birokrasi agar birokrasi tersebut berjalan sesuai dengan
situasi serta menjadikan birokrasi semakin inovatif dalam melakukan segala
sesuatu.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu,
terletak pada fokus penelitian dampak re-branding Kota Wisata Batu dalam
perspektif New Public Management (NPM), dan faktor pendukung dan
penghambat re-branding, serta analisis data. Persamaan dari penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode
penelitian, dan pembahasan New Public Management (NPM).

10. Sri Hartati, “Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam
Reformasi Birokrasi Di Indonesia” (2020), Institut Pemerintahan Dalam

Negeri.?®

%8 Sri Hartati, “Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di
Indonesia”, Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), Vol 8, No 2, (2020), 65-84.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma birokrasi,
pelaksanaan reformasi birokrasi dan bagaimana upaya penerapan New Public
Management (NPM) dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Metodologi
dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menganalisis bagaimana paradigama
birokrasi, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan penerapan NPM di
Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perjalanan sejarah birokrasi
di Indonesia mulai zaman kerajaan, masa kolonial, “Orde Lama dan Orde
Baru, tidak dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan
tetapi sepenuhnya mengabdi pada kepentingan kekuasaan” pada masanya.
Meskipun berbagai regulasi reformasi birokrasi diterbitkan, akan tetapi
samapi fase ketiga good governance belum terwujud. Penerapan konsep NPM
di Indonesia belum dapat diterapkan oleh seluruh lembaga/Instansi
Pemerintah. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain: perekonomian
didominasi perusahaan asing, privatisasi terkendala kondisi market yang
belum cukup stabil, korupsi meningkat, sistem kontrak memicu korupsi dan
politisasi dan struktur kelembagaan pemerintah yang miskin fungsi kaya
struktur.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu yaitu,

terletak pada salah satu tujuan penelitian yang membahas tentang paradigma
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birokrasi, dan perbedaan juga terletak pada pendekatan fenomenologi

penelitian  terdahulu menganalisis bagaimana paradigma birokrasi,

pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi dan penerapan NPM di Indonesia,
serta pada teknik analisis data. Persamaan dari penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang

menggunakan penelitian kualitatif, dan pembahasan penerapan New Public

Management (NPM).
Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu
No Penulis Judul Perbedaan Persamaan
1 2 3 4 5
1 | Riska Tantangan Dan  [1) Pembahasan [1) Metode
Ayuningtya, | Peluang Condong Pada | Penelitian
(2022) Pelayanan Faktor Kualitatif
Administrasi Di Penghambat Deskriptif
Era Pandemi Pelayanan 2) Teknik
Covid-19 (Studi Administrasi Pengumpulan
Kasus Di Desa 2) Studi Kasus Data dan
Beji Kecamatan  [3) Jumlah Keabsahan
Kedungbanteng Informan Data
Kabupaten
Banyumas
2 | Lilis Suriani | Analisis 1) Jenis 1) Pembahasan
dan Yudha | Pelayanan Publik Penelitian Pelayanan
Yoserizal, Pada Unit 2) Fokus Pablik;
(2022) Pelaksana Teknis Penelitian Transparansi,
Dinas Akuntabilitas,
Kependudukan Kondisional,
Dan Pencatatan Partisipatif
Sipil Kecamatan dan Kesamaan
Pinggir Hak,
Kabupaten 2) Tujuan
Bengkalis (Studi Penelitian
Pelayanan Kartu
Keluarga Dan E-
KTP)
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No Penulis Judul Perbedaan Persamaan
1 2 3 4 5
Yuda Tri Inovasi Pelayanan [1) Fokus 1) Teknik
Putra dan Publik E- penelitian; Pengumpulan
Lince Pendampingan penerapan Data,
Magriast, Halo Jaksa inovasi Keabsahan
(2022) Kejaksaan Negeri pelayanan Data
3 Tebo Dalam publik 2) Jenis
Mengatasi Penelitian
Masalah
Pembangunan
Gedung Poliklinik
Rsud Sultan
Thaha Syaifudin
Kabupaten Tebo
Agnesia Analisis 1) Metode 1) Metode
Ruli Ayu Penerapan Pendekatan Pendekatan
Rahmawati, | Konsep New Dengan Studi Kualitatif
(2022) Public Kasus 2) Pembahasan
Management ?) Menggunakan Penerapan
(NPM) Pada Data Primer, New  Public
Kinerja Sekunder: Management
Organisasi (Studi Data Primer (NPM)
4 Kasus Pada Melalui 3) Fokus
RSUD Di Jawa Wawancara, Penelitian:
Timur) Data Sekunder | Menganalisis
berupa Penerapan
Dokumentasi New  Public
Management
(NPM) pada
Kinerja
Organisasi.
Ahyani Analisis 1) Fokus 1) Metode
Radhiyani, Pelayanan Publik Pembahasan Penelitian
(2021) Pada Dinas Lebih Kepada Kualitatif
5 Penanaman Pelaksanaan Deskriptif
Modal Dan Pelayanan 2) Tujuan
Pelayanan Publik Penelitian
Terpadu Satu
Pintu Kab. Maros
Ria Lestari, | Analisis 1) Jenis 1) Metode
(2021) Manajemen Penelitian Penelitian
Pelayanan Rumah | Studi Kasus Kualitatif
Sakit Terhadap  2) Fokus Masalah
Kualitas Difokuskan
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Dan New Public
Management
Terhadap Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah (Studi
Pada BKAD
Kabupaten

No Penulis Judul Perbedaan Persamaan
1 2 3 4 5
Pelayanan Publik Pada:
6 Ditinjau Dari Manajemen
Perspektif Pelayanan
Ekonomi Islam Terhadap
(Studi Pada Kualitas
Rumah Sakit Pelayanan
Daerah Abdoel Publik, dan
Moeloek Provinsi Ditinjau dari
Lampung) Perspektif
Ekonomi
Islam
Rydho Febri | Standar 1) Fokus 1) Jenis
Ramadhan Pelayanan Publik Penelitian Penelitian
dan Vicka di Masa Pandemi Membahas Deskriptif
Tamaya, Covid-19: Studi Perubahan Kualitatif
(2021) Pelayanan Pelayanan 2) Teori New
Perpustakaan Publik di Public
7 ITERA (Public Masa Pandemi | Management
Service Standards 2) Pendekatan (NPM)
during the Covid- Studi Kasus
19 Pandemic:
ITERA Library
Service Study
Study)
Antonia Pengaruh 1) Jenis 1) Pembahasan
Jultri, Kompetensi Penelitian New  Public
Anwar Sumber Daya 2) Metode Management
Made dan Manusia, Penelitian (NPM)
Doni Penerapan 3) Fokus
Wirshandon | Standar Penelitian
0, (2021) | Akuntansi
Pemerintah,
Penerapan Sistem
Akuntansi
8 Keuangan Daerah
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No Penulis Judul Perbedaan Persamaan
1 2 3 4 5
Malang)
Crisantos Dampak Re- 1) Fokus 1) Metode
Jovano, Branding Kota Penelitian Penelitian
(2021) Wisata Batu ?) Analisis Data. ) Pembahasan
9 Dalam Perspektif New  Public
New Public Management
Management (NPM).
(NPM)
Sri Hartati, | Penerapan Model 1) Tujuan 1) Metode
(2020) New Public Penelitian; Penelitian
Management Paradigma 2) Pembahasan
10 (NPM) Dalam Birokrasi Penerapan
Reformasi ?) Pendekatan New  Public
Birokrasi Di Fenomenologi Management
Indonesia 3) Teknik (NPM).
Analisis Data

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat
persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan yaitu sama-sama
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan membahas
manajemen serta teori New Public Management (NPM). Perbedaan peneliti
lebih fokus pada penerapan New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada penelitian
terdahulu berfokus pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat.
maka dari itu calon peneliti mencoba mengemas penelitian ini dengan teori
New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember pada penerapan sistem perijinan
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elektronik (OSS), dan untuk mengetahui penerapan NPM yang telah dilakukan
dan adanya manfaat dari implementasi teori New Public Management (NPM).
B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi
yang telah disusun rapi serta sistematis tentang teori-teori dalam sebuah
penelitian. Memilih kajian teori sangatlah penting guna mendapatkan
pengetahuan baru dan dijadikan sebagai pegangan umum. Hal ini memudahkan
dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori
sebagai berikut:
1. New Public Management (NPM)

a. Pengertian New Public Management (NPM)

Menurut Mahmudi, New Public Management (NPM) merupakan
teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen
sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen
sektor publik.29 Sedangkan menurut Friedrichsmeier, New Public
Management (NPM) merupakan satu paket ide, filosofi politik, upaya
metode, teknik dan sebagainya yang digunakan untuk mereformasi
administrasi publik. Golembiewski mengatakan New Public Management
(NPM) sebagai liberation yaitu upaya pembebasan manajemen publik
dari kungkungan konservativisme administrasi klasik dengan memasukan
prinsip-prinsip sektor privat ke sektor publik. Maka dari itu bisa

disimpulkan jadi New Public Management (NPM) adalah suatu teknik

2% Irham Fahmi, Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.
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manajemen publik yang baru untuk mengubah administrasi publik
menjadi lebih baik dengan cara memasukkan berbagai prinsip-prinsip
dari sektor yang privat ke dalam sektor publik.

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen
desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan
(controlling) dan perbandingan (benchmarking) yang menerapkan
praktik kerja sektor privat ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi
dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik (Good Governance)
sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari teori NPM
yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, dan memperbaiki
akuntabilitas kinerja).*

New Public Management (NPM) berfokus pada manajemen
sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi
kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management (NPM)
tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah
diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan
biaya, dan kompetensi tender. New Public Management (NPM)
memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis-dari
sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan
hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan
lebih  mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar

perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran

%0 Jan Erik Lane, New Public Management (London: Routledge, 2000), 8.
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pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan

masyarakat.

b. Komponen New Public Management (NPM)

Konsep New Public Management (NPM) pada dasarnya

mengandung tujuh komponen utama, yaitu: >

1) Manajemen profesional di sektor publik

Manajemen profesional didalam konteks SDM adalah

pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dalam pengembangan mutu SDM

secara profesional. Ciri-ciri manajemen profesional dalam

pengembangan mutu SDM dapat dilihat dari sisi operasional dan

manajerial yakni:*?

a)
b)

f)
9)
h)

Memperoleh dukungan top manajemen

Bermanfaaat untuk kepentingan internal dan juga eksternal
organisasi

Memilki program jangka panjang dan berkesinambungan
Berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistic
(menyentuh unsur perasaan/spiritual)

Melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas

Melakukan tindakan secara terencana/terprogram

Melakukan monitoring, evaluasi serta menerima umpan balik

Karyawan dan pimpinan unit yang:

31 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Public, 39.
%2 Rahma Widyawati, Manajemen Profesional (Yogyakarta: STMIK AMIKOM ), 2.
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(1)Memiliki kompetensi atau keahlian dan pengalaman panjang di
bidangnya.

(2)Haus dan berani pada tantangan

(3)Inovatif, kreatif, inisiatif, dan efisien

(4)Memiliki integritas tinggi

(5)Menghargai profesi lain

(6)Selalu siap menghadapi segala resiko

(7)Bertanggungjawab atas setiap kata dan perbuatannya

Mampu menggunakan teknologi tepat guna

Kepemimpinan dalam membangun komitmen

Semua lapisan berpartissipassi aktif dalam semua aktivitas

Kerjasama tim solid

Memberikan penghargaan pada tiap karyawan yang berprestasi

(kompensasi termasuk peluang pendidikan pelatihan lanjutan dan

promosi karir)

Persuasi pada karyawan yang kurang berprestasi untuk menjadi

yang terbaik melalui konsultasi bimbingan dan pendidikan

pelatihan bersinambung memiliki budaya korporat: transparansi

(terbuka), independensi (tidak bergantung), responsiv (cepat

tanggap), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan jujur.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan bahwasanya manajemen

profesional di sektor publik New Public Management (NPM)

menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional.
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Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di sektor publik
adalah adanya kebebasan dan keleluasaan manajer publik untuk
mengelola secara akuntabel organisasi yang dipimpinnya.*

2) Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja diperlukan standar yang
disebut standar kinerja (performance standard). Standar kinerja adalah
sesuatu yang esensial, karena evaluasi kinerja itu dilakukan dengan
jalan membandingkan kinerja ternilai dengan standar yang sudah
ditetapkan. Dengan kata lain evaluasi kinerja tak mungkin dilakukan
tanpa ada standar kinerja.>*

Fungsi standar kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara
lain: pertama, sebagai tolok ukur (benchmark) untuk menentukan
keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja ternilai. kedua,
memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai
standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat
memotivasi karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan
dalam sistem kompensasi. ketiga, memberikan arah pelaksanaan
pekerjaan ‘yang harus dicapai, baik kuantitas maupun kualitas.
keempat, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan
proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang

ditetapkan.

%% Eko Sudarmanto, dan Indah Kusuma Dewi, Manajemen Sektor Publik, 75.
3 Ma’ruf Abdullah, Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2014), 113.
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Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan
dengan ukuran kinerja (performance measure), namun sebenarnya
berbeda meskipun sama-sama digunakan dalam pengukuran Kinerja.
Pada indikator kinerja (performance indicator) mengacu pada
penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat
hanya merupakan indikasi saja, sehingga bentuknya cenderung
kualitatif saja. Sedangkan ukuran Kkinerja (performance measure)
adalah kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung
sehingga lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Dalam
penilaian kinerja ini ada area keberhasilan utama yang disebut critical
success factors (CSF). Untuk menjadi pegangan manajemen dalam
menetapkan apa yang menjadi ukuran indikator kinerja dalam praktek
biasanya hanya memuat antara 3 sampai dengan 10 indikator kinerja
untuk setiap level atau jenjang organisasi sesuai dengan
kompleksitasnya. Sebagai contoh misalnya ukuran kinerja dapat
dikelompokan dalam enam kategori berikut, namun masing-masing
organisasi dapat saja mengembangkannya sesual dengan misi
organisasi ‘masing-masing. Keenam kategori ukuran Kinerja tersebut
menurut Moeheriono adalah sebagai berikut:®
a) Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan

dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.

%% Ma’ruf Abdullah, Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2014), 151.
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b) Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses
menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah
mungkin.

¢) Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara
kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan
harapan konsumen.

d) Ketepatan waktu, Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah
diselesaikan secara benar dan tepat waktu.

e) Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat efektivitas suatu
organisasi.

f) Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara
keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawan ditinjau dari
aspek kesehatan.

3) Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan
outcome

Dalam konsep New Public Management (NPM), semua

sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk

mencapai target kinerja.-Penekanannya adalah pada pemenuhan-hasil

(outcome), bukan pada kebijakan-kebijakan. Pengendalian output dan

outcome harus menjadi fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi

sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, material
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dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan ini adalah penggunaan
penganggaran kinerja.*
4) Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik model organisasi
sektor publik tradisional sangat didominasi organisasi birokrasi.
Model organisasi birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber itu
pada awalnya sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi organisasi,
akan tetapi seiring berjalannya waktu pola ini menjadi gagal karena
semakin berkembang dan kompleknya organisasi sektor publik
sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kelembagaan organisasi
karena sifat ini tersentralisasi.
5) Menciptakan persaingan di sektor publik
Menciptakan persaingan di sektor publik doktrin New Public
Management (NPM) menyatakan organisasi sektor publik perlu
mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan
menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat
biaya.
6) Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam
sektor publik konsep New Public Management (NPM) berasumsi
bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik

dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa praktik manajemen

% Eko Sudarmanto, dan Indah Kusuma Dewi, Manajemen Sektor Publik, 75.
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yang dianggap lebih baik antara lain penilaian Kinerja, sistem
konpensasi dan promosi didasarkan Kkinerja, manajemen biaya,
struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang
lebih  maju. Hampir di seluruh eselon 1 di Depkeu sudah
menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen
Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait
dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian
juga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan
antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas hanya
muncul dalam hal-hal profesionalisme saja yang dibutuhkan.*’

7) Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam
menggunakan sumber daya.

New Public Management (NPM) mensyaratkan organisasi
sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap
penggunaaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Doktrin ini
menghendaki organisasi sektor publik melakukan penghematan biaya-
biaya langsung, meningkatkan disiplin pegawai, dan kegiatan yang
mengarah = pada - peningkatan = kualitas~ dengan * harga  murah.
Karakteristik tersebut menegaskan bahwa NPM sangat terkait dengan
semakin pentingnya pelayanan kepada pengguna pelayanan, devolusi,

reformasi regulasi menuju pelayanan publik yang lebih bermutu.

%" Mohammad Akbar, “Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance
Dalam Reformasi Administrasi, ” Jurnal Reformasi, Vol. 5, No. 2, (2015), 6.
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c. Perubahan Manajemen Dalam Islam

Perubahan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam
kehidupan setiap organisasi. Tuntutan perubahan terjadi di berbagai
bidang kehidupan, baik individu, kelompok masyarakat, lembaga,
organisasi, maupun perusahaaan. Sumber utama pemicu perubahan
berasal dari faktor di luar organisasi dan faktor dalam organisasi. Islam
memandang perubahan sebagai suatu keniscayaan, karena organisasi
tidak terbebas dari pengaruh lingkungan sekitar. Beberapa tahun
kebelakangan ini, organisasi berbasis islam yang sedang berkembang,
secara sengaja lebih menunjukkan profil lainnya, publikasi, serta
menampilkan edentitas Islam dalam profil organisasi. Situasi ini cukup
menarik ketika Islam sebagai salah satu agama dengan umat paling
banyak di dunia, mempersyaratkan penganutnya untuk memprakktikan
agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek
management.®® Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap
manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang
telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok.

Seperti yang dijelaskan di dalam QS. Al-Hasyr (59):18%°
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%8 Erika Setyanti Kusumaputri, Komitmen Pada Perubahan Organisasi (Perubahan Organisasi
dalam Perspektif Islam dan Psikologi), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3.

% Hendra Safti, “Manajemen dan Organisasi Dalam Pandangan Islam”, Journal Of Islamic
Education Management, Vol. 2, No. 2, (2017), 163.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah
kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan
harus disesuaikan dengan keadilan situasi dan kondisi pada masa lampau,
saat ini, serta prediksi masa datang. Karena perencanaan merupakan
bagian penting dari sebuah kesuksesan. Manajemen dalam Islam bersifat
universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik berikut: 1)
Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat,
manajemen merupakan bagian dari system sosial yang dipenuhi dengan
nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam. 2) Teori
manajemen Islami menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen, tidak
ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Perbedaan level
kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab
atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan
kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan
diwujudkan bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah
(05):2
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi’ar-syi’ar Allah (389), dan jangan melanggar kehormatan
bulan-bulan haram (390), jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan jangan
(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari tuhannya
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu
dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada
mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
allah, Sesungguhnya allah amat berat siksanya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memerintahkan kepada
manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan
dosa dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk.

d. Manfaat New Public Management (NPM)

Konsep NPM telah diterapkan pada Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Surabaya, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di
Indonesia mulai tahun 2004. Bisa dikatakan, bahwa penerapan NPM
memberikan dampak positif pada beberapa hal, misalnya peningkatan
efisiensi dan produktivitas kinerja, yang pada akhirnya mampu
meningkatkan kualitas pelayanan pablik.*

Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah,

penerapan NPM dalam manajemen pemerintahan daerah di Indonesia

0 Nur Sayidah Alvy, Mulyaningtyas dan Mustika Winedar, “Implementasi Konsep New Public
Management (NPM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya”, Jurnal Akuntansi &
Auditing, Vol. 12, No. 1/2, (2015), 39-52.
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memberikan dampak positif dalam beberapa hal; lebih terperhatikannya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adanya kebijakan moratorium

serta kebijakan pensiun dini bagi PNS yang tidak memenuhi kualifikasi
sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah
daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatakan kualitas pelayanan
publik, dan terciptanya kemitraan diantara sektor pablik dan privat atau
public-privat partnership (PPP) saat ini telah menjadi standard konsep
dalam lingkungan pemerintahan lokal.**

Manfaat dari New Public Management (NPM) adalah:

1) Menurut Rainey: “Public management aims to achieve skills
andimprove skills and improve accountability Manajemen publik itu
ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih
efektif dan efisien), implementasinya pada pegawainya lebih
berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

2) Menurut Graham & Hays: “Public managemen are concerned with
efficiency, accountability, goal achlevement and dozen of other
managerial and technical question”. Manajemen publik itu bertujuan
untuk ~menjadikan ‘sektor publik - lebih efisien, ~akuntabel, -dan
tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah
manajerial dan teknis.

Terdapat faktor-faktor yang dapat membuat organisasi mencapai

sukses yaitu: kecepatan, kelenturan (fleksibilitas), integrasi, inovasi.

* Ani Agus Puspawati, “Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi
Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik), Jurnal Ilmu Administrasi Pablik, Vol. 1, No. 1, 2016.
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1) Kecepatan merupakan tingkat kemampuan dari anggota organisasi
dalam menjalankan tugas secara tepat waktu dan tepat sasaran
sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi. Misalnya aparatur
Negara sebagai pemberi layanan kepada publik seperti pengurusan
KTP harus mampu memberikan pelayanan dengan cepa dan tepat.

2) Kelenturan (fleksibilitas) merupakan suatu sikap keterbukaan dalam
mengikuti  kondisi dan perkembangan masyarakat sehingga
kepercayaan publik dapat tetap terjaga. Organisasi pemerintah harus
senantiasa terbuka untuk mengikuti perkembangan masyarakat serta
menerima masukan dan pendapat dari masyarakat dalam hal
menjalankan tata kelola pemerintahan.

3) Integrasi merupakan suatu kesatuan sistem yang diterapkan dalam
sebuah organisasi dan menempatkan seseorang sesuai dengan
profesionalitas serta keahliannya pada bidang tersebut.

4) Inovasi merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam melakukan
penyegaran dalam sebuah organisasi sehingga lebih terlihat menarik
dan berkesan.

Tujuan NPM adalah ‘untuk merubah administrasi publik yang
kaku menjadi sistem administrasi publik yang fleksibel sehingga dapat
menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien agar pelayanan

prima dapat tercapai.
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e. Penghambat dan Pendukung dari New Public Management (NPM)

Dari beberapa komponen-komponen New Public Management
(NPM) yang sudah mencoba diterapkan di Indonesia, namun tidak lepas
dari berbagai kendala dan persoalan dalam penerapannya, yakni:*

1) Perekonomian di negara Indonesia lebih didominasi perusahaan asing
bukan pengusaha lokal atau pribumi sehingga konsep New Public
Management (NPM) yang menekankan pada penerapan prinsip dan
mekanisme pasar dengan mengurangi peran pemerintah (state entire)
pengembangan pasar (market centred approach) mengalami kendala,
karena pemerintah tidak mempunyai sistem pengendalian setiap
perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sistem dan kepastian hukum
masih lemah, sehingga dampaknya terjadi pada persoalan terkait
pembagian keuntungan, tenaga kerja lokal, dan dampaknya pada
lingkungan.

2) Persoalan privatisasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh
sektor publik, karena kondisi market yang belum cukup stabil atau
kuat. Privatisasi yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong pihak
swasta lebih berkembang dan terjadi persaingan kompetitif dalam
pelayanan masyarakat, akhirnya memunculkan kepemilikan asing atau
hanya dikuasai oleh sekelompok etnis tertentu yang memiliki

kekuatan kapital dan negosiasi.

*2 Sri Hartati, “Penerapan Model New Public Maanagement (NPM) dalam Reformasi Birokrasi di
Indonesia”, Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), Vol 8, No. 2, (2020), 80-81.



54

3) Semakin meningkat tindakan korupsi. Pergeseran budaya birokrasi
membutuhkan waktu yang tidak sebentar, budaya birokrasi yang
bersifat patronistik yang tertanam sejak lama dan sudah mendarah
daging lalu diubah ke budaya pasar yang sarat kompetisi tentu
membutuhkan komitmen yang kuat dari birokrasi karena perubahan
ini akan mengurangi kekuasaan yang selama ini telah dimiliki oleh
birokrasi.

4) Sistem “kontrak” sebagai salah satu mekanisme dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan publik justru akan menimbulkan wabah korupsi
karena kentalnya nuansa politis sehingga terjadi politisasi penyediaan
pelayanan publik.

5) Dalam birokrasi masih banyak kelemahan antara lain: struktur
kelembagaan masih miskin fungsi kaya struktur, persoalan penegakan
hukum masih belum “berdiri” atas nama keadilan tapi masih terkesan
tumpul ke atas dan tajam ke bawah, lemahnya kapabilitas sumber
daya manusia dan persoalan kurangnya dari sisi permodalan.

Melihat berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan New
Public Management (NPM), muncul sikap skeptis beberapa pihak New
Public Management (NPM) dapat diterapkan di negara-negara
berkembang, dengan alasan bahwa dominasi birokrasi yang cukup kental,
amat sulit untuk diubah apalagi dihapuskan. Meskipun adanya keraguan

sebagian kalangan akan keberhasilan New Public Management (NPM) di
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negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, akan tetapi upaya
untuk melakukan reformasi birokrasi sudah mulai tampak.

New Public Management (NPM) dari satu sisi dianggap sebagai
upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme
administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta
ke dalam sektor pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan
pandangan Osborn dan Gaebler, NPM mengubah perspektif kerja
pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta. Faktor pendukung dari
penerapan New Public Management (NPM) terdapat 5 hal penting
yaitu:*

1. Sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan
pengambilan keputusan kepada masyarakat yang ingin dilayani

2. Privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan
jasa dari pemerintah ke sektor swasta

3. Downsizing dilakukan dengan pengurangan dan penyederhanaan
jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan

4. Debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi
pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada
proses

5. Manajerialisme yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada

organisasi pemerintahan

3 Ani Agus Puspawati, “Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi
Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Meningkatkan pelayanan
Publik),” Jurnal llmu Administrasi Publik, VVol.1, No. 1, (2016), 44.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara metodologis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan
hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggali
sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara, penelitian deskriptif adalah
suatu fenomena penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan-
keadaan atau status fenomena sesuatu yang terjadi yang terdapat dalam arti,
baik dari kata — kata tertulis maupun lisan dari orang — orang yang menjadi
subjek penelitian. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata- kata atau
gambar dan bukan angka — angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah,
wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau
memo, dan dokumen resmi lainnya.*

. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka bertempat di JI. Gajah Mada,

No. 206 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa

Timur 68118.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.
** Lexy , J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung,: Remaja Rosda Karya, 2007), 6.
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Berdasarkan wawancara berikut daftar instansi yang menerapkan New

Public Management (NPM) di Kabupaten Jember.

Tabel 3.1
Penerapan New Public Management (NPM)
Instansi NPM
DPMPTSP Sudah
Dukcapil Sudah
Dinas PU Cipta Karya Sudah
Dinas Koperasi Sudah

Sumber: Diolah Wawancara Bapak Andika (Kasubag Umum dan
Kepegawaian).

Berdasarkan data tabel perbandingan di atas bahwasanya penerapan
New Public Management (NPM) di Kabupaten Jember sudah diterapkan dari
beberapa instansi diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dukcapil, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Koperasi. Dari
perbandingan instansi yang saya ambil dinas tersebut saling berhubungan dan
bergerak di bidang pelayanan masyarakat Jember. Sistem pelayanan diantara
ke-empat Dinas tidak jauh berbeda, akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem OSS penerapan yang
dilakukan sudah mulai 4 Agustus 2021.

Dari hal ini peneliti tertarik untuk 'mengambil instansi dinas tersebut
sebagai tempat penelitian karena disamping sistem pelayanan, penerapan New
Public Management (NPM) sudah terwujud, hal ini bisa dilihat dari sistem
pelayanannya, personil/pegawai, serta penataan fasilitas kantor dalam
pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan efisiensi prosedur,

transparansi aturan dan biaya, serta kenyamanan masyarakat yang dilayani.
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C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu:

teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.*® Pertimbangan

tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham mengenai

informasi terkait seputar sistem pelayanan instansi tersebut, serta pihak-pihak

terkait secara struktural. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan

yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji di antaranya:

1.

Bapak Arief Tyahyono, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Kepala Dinas juga
berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang mengendalikan,
mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis dalam

instansi tersebut.

. Bapak Riyan, sebagai Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan. Beliau

mengetahui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan perkembangan kinerja
karyawan.

Bapak Andika, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian. Beliau tugasnya
memfasilitasi terkait Kepegawaian.

Ibu “Nuki, ‘bagian “karyawan sekaligus  bendahara, beliau -merupakan
informan yang mengetahui mengenai perlengkapan dan peralatan yang
dibutuhkan di kantor.

Ibu Nanik Hariyati, bidang penanaman modal, beliau yang mengetahui di

dalam bidang penananaman modal, serta sitem terkait investasi.

“® Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, 95.
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6. Masyarakat, yaitu orang yang membutuhkan surat perijinan dan merasakan
dampak pelayanan dari penerapan New Pubic Management (NPM) dinas
tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif menggunakan peneliti
sebagai instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara
simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan
fenomena yang dilakukan secara sistematis.*’ Dalam melakukan metode
observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti
untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus
permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian. Jenis
observasi yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode observasi
non-partisipatif. Peneliti menggunakan observasi non-partisipan karena
dalam penelitianya peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan/kehidupan
yang dilakukan oleh subyek penelitian. Adapun data yang diperoleh dengan
menggunakan teknik ini yaitu:

a. Cara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jember.

*" Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 101.
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b. Fasilitas kantor terkait penunjang pelayanan pemohon di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk
mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,
perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.*® Dalam kegiatan
ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait
dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

Penelitian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu
peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan
wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh
pedoman dan lebih bersifat terbuka. Pedoman wawancara digunakan untuk
menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan
digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara bisa lebih terarah
dan terstruktur. Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara
semistruktur. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

a. Mengenai ‘implementasi New Public ‘Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
b. Mengenai manfaat dari implementasi New Public Management (NPM) di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Jember.

8 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),
115
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c. Mengenai faktor pendukung dan penghambat atau kendala dari
penerapan New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang.*® Adapun yang akan didokumentasikan oleh peneliti meliputi:
Proses wawancara dengan informan

a. Proses karyawan pada saat melakukan pelayanan

b. Suasana Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Jember

c. Fasilitas penunjang perlengkapan kantor

d. Proses perizinan penelitian

E. Analisis Data
Analisis data merupakan merupakan proses pengorganisasian data,
pembacaan pendahuluan pada database, pengkodean dan pengorganisasian
tema, penyajian data, penyusunan penafsiran data.” Pada penelitian ini peneliti
menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung
menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data

yang diperoleh. Terdapat beberapa langkah analisis data yakni: kondensasi,

* Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, 240.
% Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, 250.
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menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut penulis
jelaskan sebagai berikut®*:
1. Kondensasi
Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat
pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang meliputi
proses selecting yaitu menentukan dimensi-dimensi yang penting,
hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dalam proses ini peneliti
harus bisa menyeleksi data-data yang berkaitan judul peneliti sehingga
dalam proses penyajian data tidak mengalami gagal informasi terhadap
pembaca. Selanjutnya focusing merupakan memfokuskan data merupakan
kegiatan pra analisis, proses ini penelitian memfokuskan data yang
berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga pembaca tidak mengalami
bercabang dalam memaknai tulisan. Berikutnya abstraksi dalam hal ini
peneliti membuat rangkuman yang inti, data yang terkumpul dievaluasi
berkaitan dengan kualitas dan kecukupan, sehingga dalam hal ini peneliti
mudah dalam mengetahui tingkat kematangan sebuah data. Terakhir
simplifiying dan transforming proses ini- merupakan menyeleksi ketat data
melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data, dan

menyerderhanakan data sehingga memudahkan dalam penulisan.

*! Matthews B. Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analysis A. Methods Edisi 3,
(United Tates Of America: Sage Publication, 2014), 12.
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2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan, hubungan antar kategori berdasarkan urutan teori yang disajikan.
Penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan
penyajian data, maka akan memudahkan pembaca dalam memahami data-
data lapangan yang sudah didapatkan oleh peneliti.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi permulaan pengumpulan data, seorang
penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, pola-pola,
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, posisi.
Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan
dengan loggar, tetap terbukan dan skeptis.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari
konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Teknik keabsahan
data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan triangulasi sumber dan
teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda.’> Maksudnya adalah data yang diperoleh dengan wawancara
kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Dari ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda maka
penyusun melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar

°2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaif dan R&D, 274.
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atau semua benar karena sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam hal ini,
penyusun ingin mengetahui implementasi New Public Management (NPM) di
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jember dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sehingga teknik keabsahan data triangulasi sumber dapat
mengasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.
. Tahap-tahap Penelitian
Pada bagian ini, maka peneliti menguraikan proses pelaksanaan
penelitian yang dilakukan peneliti. Proses penelitian yang dilakukan peneliti
mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan dalam tahap-tahap penelitian.
Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pra Lapangan
Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui
peneliti, diantaranya:
a. Menyusun rencana penelitian
Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih
dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat
sebagai judul penelitian.-Kemudian  lanjut pada pengajuan judul,
penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan
dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga

diseminarkan.
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b. Memilih lapangan penelitian
Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah
memutuskan dimana letak lokasi penelitianya akan dilaksanakan. Peneliti
memilih lokasi di JI. Gajah Mada, No. 206 Kelurahan Kaliwates, Kec.
Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118
c. Menilai lapangan
Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk lebih latar belakang
objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data.
d. Memilih dan memanfaatkan informan
Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang
dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.
e. Menyiapkan peralatan penelitian
Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap
memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti
menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan
penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan
lain-lainnya.
2. Tahap Penelitian Lapangan
Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap

penelitian yaitu:
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a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
b. Mengumpulkan data/informan yang dibutuhkan peneliti.
3. Tahap Analisis Data
Setelah data di lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah
tahap analisis data, pada tahap ini aktifitas yang akan dilakukan yaitu:
a. Data sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan
dalam bentuk teks.
b. Menyusun data

c. Penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan data-data yang sudah

terkumpul
Gambar 3.1
Skema Tahapan-tahapan Peneliti
t Pra-Lapangan
Menyusun Rencana > Memilih Lapangan > Menilai Lapangan
Penelitian Penelitian
Menyiapkan Peralatan Memilih & Memanfaatkan
Penelitian < Informasi <

Penelitian Lapangan J

Memahami Latar Belakang dan Mengumpulkan data/informasi
Tujuan Peneliti 1 yang dibutuhkan peneliti

Vv

[ Analisis data

Data terkumpul dianalisis lalu
Menyusun Data
Y € (ideskripsikan berbentuk teks  [<
> Penarikan Kesimpulan

Sumber: Diolah dari tahapan penelitian.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Jember
Jember sudah memiliki potensi ekonomi, baik alam dan produk dari
UMKM vyang menarik untuk kita gali. Jember menjadi tempat yang secara
konkrit menawarkan peluang investasi bagi para investor dan pelaku usaha.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jember adalah perangkat daerah pelaksanaan pelayanan penanaman modal
dan perizinan serta prosedur pelayanan perizinan yang terintegrasi. Sejarah
pertama berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Jember dulu masih bersifat umum bukan milik sendiri.
Kantor dimulai 2017 tanggal 3 Januari, mulai ada DPMPTSP. Dulu
mengurus ijin bangunan, ijin pedagang masih ke PU Cipta Karya. Sekarang
sudah beda lagi, 2017 dijadikan satu khusus perijinan. Berdirinya tahun
2017 yang bertempat di JL. PB Sudirman No. 11 Kabupaten Jember. Bulan
September 2021 kantor Windows Of Jember diserahkan pada PTSP karena
kelayakan banyaknya perijinan, disebabkan karena secara protokol, dan
parkirannya luas sangat layak untuk dijadikan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.>®

% Andika, wawancara, Jember, 8 Februari 2022.
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember hadir menjadi salah satu penyedia pelayanan terbaik
bagi siapapun yang ingin berinvestasi dan berwirausaha di Kabupaten
Jember. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember terus meningkatkan kualitas dan Kkinerja untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai wujud
keberpihakan pemerintah Kabupaten Jember terhadap UMKM. Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha memberikan
layanan prima dengan mendekati stakeholders dengan program sosialisasi
serta mempercepat alur perizinan dengan ruangan yang lebih representatif,
didukung dengan fasilitas yang lebih lengkap, co-working space, lounge
penanaman modal, loket instansi pendukung, sarana difable, ruang rapat dan
ruang kerja yang nyaman.>*

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang
difungsikan untuk melayani masyarakat, kini lebih ramah, aman, cepat dan
nyaman, dengan syarat pelayanan: sarana rumah difabel, sarana rumah
lansia, ruang ramah anak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
satu  pintu mendukung UMKM dan' investasi di kabupaten Jember terus

berkembang, lewat pelayanan perizinan dan kemudahan investasi.>

> Mat Steiner Production, “Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember Wes Wayahe Gampang Berinvestasi”, Januari 31, 2022, Video, 1:15,
https://youtu.be/45suB16KLaA

% Mat Steiner Production, Vidio, 2:28, https:/youtu.be/45suB16KLaA
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2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jember
a. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember
Menuju Jember ramah pelayanan ramah Investasi

b. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan
transparan dan akuntabel serta dapat

pelayanan mudah, cepat,

berkontribusi penuh dalam kemajuan investasi di Kabupaten Jember,
Provinsi Jawa Timur, Indonesia bahkan dunia.

3. Letak Geografis Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Jember
Gambar 4.1
Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

umahan Alam
4iJau Jember
Halte Hayam
Wauruk Jembex

Machtwatch Jember
Roxy Squarec ——s

Mitra Guest House @
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JI. Gajah Mada, No. 206 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kode Pos 1 68118
Telepon : (0331) 4431707

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember,
struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jember sebagai berikut.*®

% Dokumen Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jember, 15
Agustus 2022.
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4.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kepala Dinas
Sekretaris
|
| |
Sub Bagian Sub Bagian
Umum dan Aset Keuangan, Dan
Pelaporan

Bidang Penanaman Modal

Seksi Pengembangan
Penanaman Modal

Seksi Promosi dan
Pengendaian Penanaman
Modal

— Bidang Perizinan

| Seksi Perizinan Profesi

Seksi Perizinan dan
Pendaftaran Usaha
Industri dan
Perdagangan

Seksi Perizinan
- Bangunan dan
Pemanfaatan Ruang

Sumber: Dokumen Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

B. Penyajian dan Analisis Data

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang

diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di

lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa diberhentikan. Data-data

yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat
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pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-
bukti yang diperoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut:
1. Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
New Public Management (NPM) suatu teknik manajemen publik
yang baru untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan
cara memasukkan berbagai prinsip-prinsip dari sektor yang privat ke dalam
sektor publik. New Public Management (NPM) memberikan perubahan
manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen
tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model
manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana.
Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Implementasi New Public
Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Saatu Pintu Kabupaten Jember.
a. Manajemen profesional di sektor publik
Syarat agar manajemen sektor publik-menjadi profesional yakni
dengan membuat pembagian tugas pokok dan fungsi secara jelas, siapa
mengerjakan apa bertanggung jawab kepada siapa. Penerapan prinsip ini
sudah dilakukan dengan menyusun uraian tupoksi setiap jabatan dan
Standar Operasional Procedur (SOP). Sebagaimana yang disampaikan

oleh Bapak Riyan sebagai Seksi pelayanan dan penetapan perijinan.
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Tugas pokok dan fungsi sudah sesuai dengan tupoksinya, karena
kita juga harus memberikan partai terintegritas, karena Kita
bekerja harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hal ini
berdasarkan di Perbub 24 2022, sesuai dengan Susunan
Organisasi Tata Kerja (SOTK). Di bidang kami malah melampaui
target jadi asumsi kami setahun 10.000 perijinan tapi dari ijin
online (OSS) 6 bulan ini kami sudah 6.000 dari semua perijinan.
Dalam satu bulannya itu 1000 perijinan, baik dari perijinan
Profesi, ijin usaha Industri sama ijin Tata Bangunan dan Tata
Ruang.”’

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Andika (Kasubag Umum dan
Kepegawaian).

Standar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu berdasarkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Untuk bagan struktur organisasi berdasarkan SOTK Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perbup
Jember No. 19 tahun 2021, tentang kedudukan susunan organisasi
dan fungsi yang terbaru.®

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nuki (Karyawan sekaligus
bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pegawai yang Non ASN itu tugasnya membantu yang ASN
karena ini kurang, kan gak mungkin kita cuman punya ASN 14
mulai saya jadi sedikit. Jadi pejabat saja makanya yang non ASN
itu tugasnya adalah membantu tupoksi tupoksi ASN yang ada.
Kalau ASN nya jelas bak, karena kalau gak dipotong
mempegaruhinya. . Untuk - Non ASN ada penilaiannya juga
(Riwerdnya) karyawan terbaik, di ruangan tengah bener itu sudah
dipajang terkait kinerja karyawan terbaik dalam tiap bulannya itu
untuk yang non ASN jadi disitu terkait kedisiplinannya juga.>®

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Arief Tyahyono (Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Kita di SK itu ada namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Semisal Kepala Dinas apa tupoksinya, sekretaris apa tupoksinya,
kabid perijinan apa, kabid Penanaman Modal apa. Nah dari sana

*" Riyan, wawancara, Jember, 15 Juli 2022
%8 Andika, wawancara, Jember, 8 Februari 2022
>% Nuki, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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ada namanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang setiap bulannya

ada, itu bikin setiap hari. Contohnya Pak Andika: setiap hari Pak

Andika pekerjaannya apa, dalam hari senin ini apa, besok hari

selasa kerja apa itu dicatat nanti lewat Aplikasi SK fungsi keren

(Jember Keren) bagi semuanya baik PNS maupun Non ASN.®

Dari hasil wawancara oleh para pegawai bahwasanya tugas pokok
dan fungsi dalam standar Kkinerja sudah dilakukan, karena setiap
karyawan sudah jelas terakait masing- masing tupoksi. Hal tersebut
berdasarkan di Perbup 24 2022, sesuai dengan Susunan Organisasi Tata
Kerja (SOTK).

b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

NPM mengharuskan setiap organisasi sektor publik mempunyai
tujuan yang jelas dan menetapkan target kinerja yang hendak dicapai
baik target organisasi maupun individu yang terukur dan terstandar dalam
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setiap
pimpinan atau manajer dan anggota pegawai wajib dan ikut
bertanggungjawab untuk mencapai target. Pemerintah telah menetapkan
“Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)” sebagai instrumen untuk menilai
akuntabilitas ‘dan peningkatan Kinerja yang berorientasi pada hasil
(outcome).

Standar kinerja dan ukuran kinerja dilakukan sesuai tupoksi

masing-masing, seperti halnya: sekretariat, bidang penanaman modal,

bidang perijinan, kelompok jabatan fungsonal: 1. Sekretariat, mempunyai

% Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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tugas merencanakan, melaksanakan, = mengkoordinasikan  dan
mengendalikan ~ kegiatan ~ administrasi  umum,  kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan serta tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Seperti yang disampaikan
oleh Bapak Andika selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian beliau
menyatakan:
“Kalau tugas saya hubungannya dengan fasilitas kantor atau sarpras
(sarana dan prasarana) kantor, terkait mobil kantor, gedung kantor,
termasuk ATK cetak, telfon, listrik, air (telisa) dan hal ini masuk pada
Kasubag Umum dan Kepegawaian”.®*

Pernyataan pendukung yang disampaikan oleh Bapak Riyan Seksi
Pelayanan dan Penetapan Perijinan sebagai berikut:
“Tugas dalam Kesekretariatan disini: memfasilitasi, pokonya sarpras

seperti komputer rusak kan gak mungkin tiba-tiba pelayanan rusak

ataupun jaringan internetnya putus iya kan sehingga pada kesekretariatan

disitu juga ada Kasubag Umum dan Kepegawaian serta perencanaan”.®?

Ditambahkan juga oleh Bapak Arief Tyahyono selaku Kepala
Dinas menyatakan:

Tugas dari Kesekretariatan yang membawahi Kasubag Umum
dan Kepegawaian yaitu- tugasnya fokus pada umum dan
Kepegawaian. Secara umum terkait fasilitas kantor atau sarpras
dan terkait Kepegawaian hubungannya dengan absensi, disiplin
PNS ataupun' Non PNS, kenaikan gaji, karir, diklat-diklat itu
melalui kesekretariatan (Kasubag Umum dan Kepegawaian).®®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa standar

kinerja dan ukuran kinerja dilakukan dengan tupoksi masing-masing,

dalam kesekretariatan tugasnya berkaitan dengan fasilitas kantor atau

®! Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
62 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
% Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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sarpras: komputer rusak atau dengan jaringannya, mobil kantor, gedung
kantor dan lain-lain. Tugas selain umum yang berkaitan dengan sarpras
yaitu kepegawaian: terkait absensi, kedisiplinan PNS maupun Non PNS.
Bidang penanaman modal mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, menganalisa dan mengevaluasi
kegiatan penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Nanik Hariyati (selaku
bidang Penanaman Modal) beliau menyatakan:

Jadi gini Penanaman Modal itu tugasnya mempromosikan apa-
apa yang ada di Kabupaten Jember termasuk pariwisata, kopi, kita
promosikan ke Profinsi yang menjembatani kan ada DPMPTSP
Provinsi sehingga biasanya profinsi itu mengadakan pameran.
Pameran investasi namanya sehingga kita pamerkan. Profinsi
yang ada di Kabupaten Jember, misalkan Rembangan di
Rembangan butuh Investor: misalkan Rembangan mau di buat
akses yang bagus atau mau dibuat hotel lagi atau mau dibuat apa
sehingga outputnya itu tujuannya untuk membuka peluang
pekerjaan masyarakat sekitar.®*

Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Nuki karyawan sekaligus
bendahara yang menyatakan:

Tugasnya - Penanaman - Modal ~ mensosialisasikan, terkait
pengusaha yang sudah mempunyai ijin terus harus melaporan
melalui BKPM - bahwasanya disana BKPM  itu (Badan
Komunikasi Penananman Modal ) sehingga setiap pelaku usaha
yang sudah ada ijinnya itu melaporkan kegiatannya selama 6
bulan, itu mesti sosialisasikan untuk menginput hingga nilai
investasinya sekian selaman 6 bulan.®

Pak Andika selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian juga

menyatakan hal yang serupa yang menyatakan:

% Nanik Hariyati, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
% Nuki, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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Ibu Nanik biasanya tugasnya salah satunya melakukan sosialisasi
atau disebut dengan kegiatan Covimorning (mendatangkan pelaku
usaha) ini sudah jalan beberapa kegiatan ada yang disini ada yang
di hotel.*®
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa standar
kinerja dan ukuran Kinerja dalam tupoksi bidang penanaman modal:
melakukan promosi, sosialisasi bagi pihak investor dan mendatangkan
pelaku usaha (Covi morning) dengan tujuan kepada pihak pelaku usaha.
Bidang perijinan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan pelayanan
perijinan dan pengolahan data serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Riyan seksi
pelayanan dan penetapan perijinan.
Dalam bidang perijinan tugas saya masuk pada tehnis
pengendalian perijinannya, dalam tehnis perijinan macam-macam
ada bak Vida khusus perijinan sektor bangunan dan tata ruang,
perijinan sektor Usaha dan Industri, perijinan sektor profesi, nanti
bagian kami menerima pemberkasan yang sudah di Cek pada
bagian CS sesuai kebutuhan ijin yang diminta pemohon.®’
Pernyataan pendukung yang disampaikan oleh Bapak Andika
selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
Tugasnya -~ bidang - perijinan - termasuk — Pak - Riyan yaitu
hubungannya dengan tehnis pengendalian perijinannya, jadi
ketika pemohon sudah menyiapkan pemberkasan yang disetorkan
pada bidang CS nanti pihak CS langsung pada tehnis

perijinannya, bidang perijinan yang akan membuatkan surat
rekom yang akan dikirim pada Dinas tehnis yang bersangkutan.®®

% Andika, wawancara, Jember, 25 Maret 2022
%7 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
%8 Andika, wawancara, Jember, 10 Oktobber 2022
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Ditambahkan juga oleh Bapak Arief Tyahyono Kepala Dinas
menyatakan:

Jadi bidang perijinan tugasnya runtun, menunggu dari pihak CS

yang nantinya akan membuat surat rekom, dari sini pihak

perijinan sesuai bidangnya masing-masing untuk data yang diisi

sesuai dengan data dari depan, dari ketelitian pada saat mengisi

karena surat rekom yang diterbitkan hubungannya dengan tehnis

pengendalian perijinan.®®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tugas
pokok dan fungsi bidang perijinan yaitu hubungannya dengan tehnis
pengendalian perijinannya, dari pengisian data sampai surat rekom
diterbitkan sesuai perijinan yang dibutuhkan pemohon.

Untuk mengukur ukuran kinerja dalam pelayanan: ukuran kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
penerapannya pada kecepatan sama ketepatan dalam mencapai target,
gimana kita melayani secara cepat dan tepat.”” Sebagaimana yang
diungkapkan Bapak Riyan selaku Seksi Pelayanan dan Penetapan
Perijinan beliau menyatakan:

Untuk mengukur cepatnya dalam perijinan sesuai-PP 5 2021 28

hari kerja, paling lama. Akan tetapi dalam setiap kementrian

beda-beda. Jadi PP 5 induknya, adalagi permen LHK no 4

ternyata disana bisa 2 bulan, dipermen PU 28 hari kerja. Dan di

Permendak malah 14 hari kerja, kita manut di PP 5 karena itu

perijinan perusahaan manutnya di PP5 sesuai sektor bukan

tupoksi.”

Pernyataan pendukung yang disampaikan oleh bapak Andika

Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

% Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
7% Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022.
! Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
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“Cepatnya dalam proses perijinan yaitu memangkas alur birokrasinya,
jadi yang semula misalnya dari teman-teman bagian pelayanan masih
masuk ke BO, masih harus naik ke kepala, jadi begitu dinyatakan
lengkap langsung dikirim ke dinas teknis™.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Arief Tyahyono (Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Untuk masyarakat yang mengurusi surat ijin terlebuh dahulu ke

profil kantor nantinya ke OSS disana lengkap terkait persyaratan

yang harus diisi, karena semakin cepat memenuhi persyaratan
maka dari pihak kami cepat untuk menerima surat rekom.

Lengkapnya pemberkasan yang dilengkapi maka akan masuk

pada petugas tehnis masing-masig sesuai perijinannya, baru kita

memproses ke Dinas Tehnis untuk minta surat rekom.”

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan
dalam ukuran kinerja sesuai PP 5 2021 28 hari kerja paling lama.
Penerapannya pada saat melayani masyarakat terlebih dahulu ke sistem
OSS untuk mendownload pemberkasan yang harus dilengkapi. Ukuran
kinerja selain kecepatan yang digunakan yaitu ketepatan dalam melayani.
Seperti yang disampaikan Ibu Nuki selaku bagian karyawan sekaligus
bendahara beliau menyatakan:

Dalam perijinan dikatakan berhasil semuanya pasti berhasil, pasti

terbit. Tapi puas atau tidak puasnya dari ketepatan karyawan

semisal saya masukkan namanya Rian pakek | ternyata pakek Y

gak puas kan'mereka. Semisal, janjian 14 hari menjadi 28 hari,

mereka gak puas selain cepat tapi juga tepat dalam pelayanan.”

Hal ini ditambahkan oleh Ibu Nanik Hariyati selaku bidang

penanaman modal mengatakan bahwa:

Ketika pemberkasan sudah memenuhi syarat nanti petugas di
bidang CS akan di cek kembali, disitu bidang CS akan

"2 Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
7% Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
™ Nuki, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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menyesuaikan data dari pemohon untuk mengisi yang akan
dilanjuti kebidang tehnis, dari sini data harus benar supaya
masuknya nama atau data untuk selanjutnya tidak salah.”
Ditambahkan juga oleh Bapak Riyan Seksi Pelayanan dan
Penetapan Perijinan beliau menyatakan:
Ketepatan dalam proses perijinan yang dilakukan oleh petugas
dilihat dari ketelitian data berkas pemohon, yaitu surat rekom
yang keluar nantinya tidak salah, kesalahan ini dilihat pada
penyesuaian data, apakah sudah sesuai dengan data pemohon atau
ada nama yang keliru semisal, bisa dari tanggal atau lainnya. "
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam
ukuran kinerja penerapannya pada ketelitian petugas pada saat mengecek
berkas pemohon untuk perijinan sebelum ke bidang tehnis.
c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome.
New Public Management (NPM) dapat terlaksana apabila segala
sumber daya organisasi dikerahkan dan dialokasikan untuk pencapaian
target kinerja. Oleh karenanya seluruh sumber daya harus ditekankan
untuk memenuhi hasil (outcome). Organisasi tidak hanya fokus pada
input saja: (jumlah pegawai, jumlah anggaran, peralatan dan lain
sebagainya), akan tetapi harus fokus pada pengendalian output dan
outcome. Dalam pengendalian output dan outcome Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara survei kepuasan

masyarakat, melainkan bukan tingkat keberhasilan yang diukur survei

kepuasan masyarakat.

"> Nanik Hariyati, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
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Menurut pernyataan Pak Andika (Kasubag Umum dan
Kepegawaian), saat di wawancara menyatakan:

Untuk sejauh ini dari masyarakat tidak ada komplain selama kita
menggunakan survei kepuasan masyarakat, yaitu dengan cara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyiapkan kotak suara untuk tiap masing-masing pemohon yang
sudah diterbitkan ijinnya mengisi kolom kertas untuk komplain
puas atau tidaknya, selama ini alhamdhulillah tidak ada komplain
dari masyarakat terkait pelayanan.’’

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nanik Hariyati (Selaku Bidang
Penanaman Modal), saat di wawancara dia menyatakan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam masalah pelayanan kepada masyarakat untuk melihat hasil
tidak hanya pada tingkat keberhasilan tapi diihat dari survei
kepuasan masyarakat kami sudah menyediakan kotak saran disitu
ada kertas untuk diisi oleh pemohon ketika suudah dapat surat ijin
yang sudah diterbitkan, selama ini keluhan masyarakat tidak ada
yang bilang tidak puas.”®

Kemudian ditambahkan oleh Mas Faris selaku pemohon perijinan
menyatakan:

Untuk terkait pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai standar
kinerja karena terkait alur prosedur diterbitkannya surat ijin
melalui sini, saya kesini mengurusi surat ijin IMB-dari pagi saya
kesini kebetulan saya melihat fasilitas yang memadai, pelayanan
yang diberikan dari jam 7.30-15.00 dan yang saya lihat biasanya
waktu istirahat, sholat, makan (Ishoma) bagian depan (CS) tetap
melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mau megurusi
surat ijin, akan tetapi dilakukan secara bergantian dalam waktu
istirahat, sholat, makan (ishoma).”

Pernyataan pendukung yang disampaikan oleh Bak Gium selaku

pemohon ijin Reklame sebagai berikut:

" Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
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Saya puas terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari pemberkasan sampai

diterbitkannya ijin karena saya lihat kenyamanan sarana

prasarana, kesungguhannya pegawai pada saat melayani dan jam
kerja dari jam 7.30-15.00 untuk jam istirahat, sholat, makan

(Ishoma) mereka mengambil secara bergantian pelayanan tetap

jalan, dan tepatnya surat ijin yang terbit sesuai dengan 28 hari jam

kerja itupun paling lama.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada
pengendalian output dan outcome dengan cara survei kepuasan
masyarakat melalui kotak saran yang diisi pemohon ketika sudah
selesai mengambil surat ijin. Dan untuk meningkatkan SDM dengan
kedisiplinannya bekerja, pegawai dari jam 7.30-15.00 pelayanan tetap
jalan, dalam pengambilan waktu istirahat hanya pada waktu istirahat,
sholat, makan (ishoma) yang dilakukan secara bergantian, dalam proses
pelayanan untuk bisa mempermudah dan praktis dengan sistem aplikasi
OSS.

d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
Adanya NPM menawarkan suatu konsep pemecahan unit-unit
organisasi, sehingga kewenangan tidak tersentral hanya pada satu tangan
(sentralistis) akan tetapi dipecah-pecah ke unit-unit organisasi di
bawahnya (desentralisasi) dan devolusi. Sehingga dapat memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada bawahannya dengan tujuan agar

unit-unit kerja lebih efisiensi dan efektif dengan memangkas birokrasi

yang menyebabkan organisasi berjalan lamban. Sebagaimana yang

8 Gium, wawancara, Jember, 8 Agustus 2022
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disampaikan oleh Bapak Riyan (sebagai Seksi Pelayanan dan Penetapan
Perijinan).

Unit-unit Kkinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ada beberapa bidang kinerja contohnya bisa
kita lihat dari depan ada petugas penerima pemohon disini
nantinya pemohon ditanya mau ngurusi surat ijin apa disini
tugasnya Pak Ibnu. Untuk langkah selanjutnya diarahkan
mengambil No. antrian untuk dipanggil ke bidang CS.
Selanjutnya unit kinerja bidang Customer Servis (CS) tugasnya:
menerima pemohon serta melayani penerimaan pemberkasan
sesuai ijin yang diminta, dari sini petugas mengecek berkas
sampai mengiput data untuk dikirim pada bidang team tehnis
perijinan. Untuk langkah selanjutnya Tehnis Perijinan tugasnya
menerima data dari pihak CS katakanlah menginput sesuai bidang
perijinan masing-masing yang dipegang, bagian tehnis perijinan
disini yang akan membuatkan surat rekom untuk dikirim ke Dinas
tehnis sesuai ijin yang bersangkutan.®

Hal ini juga disampaikan oleh 1Bu Nuki (karyawan sekaligus
bendahara) menyatakan.

Berbicara unit kinerja kaitannya sama bidang, pemohon masuk ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nanti
diterima oleh petugas pak Ibnu yang bisa mengarahkan sampai
kepada petugas, untuk bidang CS tugasnya melayani pemohon
yang mengajukan surat ijin, tugas yang diberikan dengan
mengecek berkas ijin lengkap atau tidaknya pemberkasan. Tahap
selanjutnya untuk memproses berkas yaitu pada tehnis perijinan,
yang -akan- menginput data untuk membuat surat rekomendasi
sampai ijin diterbitkan.®

Hal ‘tersebut juga diperkuat oleh Bapak Arief Tyahyono selaku
Kepala Dinas.

Unit-unit  kinerja sektor publik dalam pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada
beberapa bidang yang hubungannya langsung dengan pemohon
diantaranya, ruang tunggu tugasnya Bapak Ibnu yang menerima
pemohon untuk mengambil No. antrian sambil menanyakan mau

81 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
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ngurusi hal apa, tahap selanjutnya ke CS tugasnya melayani
pemohon sesuai bidang ijin yang diminta, mengecek berkas,
dinyatakan lengkap langsung di input untuk dikirim ke Tehnis ijin
yang bersangkutan, bidang tehnis perijinan tugasnya menginput
data dari CS, serta paraf Kepala Dinas dan membuat surat rekom
smapai terbit surat ijin.%®
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
pemecahan unit-unit kinerja di sektor publik terbagi dari beberapa bidang
yang berkaitan langsung dengan pemohon, diantaranya ruang tunggu
yang bisa mengarahkan, bidang CS tugasya untuk mengecek berkas yang
dilengkapi, dan bidang teknis perijinan tugasnya untuk membuatkan surat
rekom yang akan dikirim ke Dinas Teknis, ketiga bidang unit kerja
tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan pemohon surat ijin.
e. Menciptakan persaingan di sektor Publik
New Public Management (NPM) sebagai pendekatan dalam
manajemen sektor publik yaitu mengadopsi mekanisme pasar dimana
terjadi persaingan dalam menarik para konsumen. Persaingan di sini
dalam konteks sektor publik memberikan pelayanan yang cepat,
transparan dan -murah. Menurut pernyataan Pak Riyan (Seksi Pelayanan
dan Penetapan Perijinan ), saat diwawancara menyatakan:
Terkait biaya gratis, didepan sudah ada pelayanan perijinan
gratis. Kecuali yang ada beban retribusinya. Seperti halnya Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) itu ada beban retrebusinya, kalau
yang lain gratis. Minimal ketentuannya berapa itu ada di Baperda
No. 6 2011 itu sudah tercantum disana, besar bangunan untuk

rumah, sekian meter sekian. Reklame (pajak) beda lagi, tapi juga
sistem pembayarannya sama tidak jauh beda. Kalau pajak itu

8 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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sifatnya memaksa dan tiap tahun, kalau retrebusi endak, kalau dia
pengen terlayani masalah IND iya bayar satu kali selamanya.®

Hal itu juga ditambahkan oleh Ibu Nuki (Bagian Karyawan
sekaligus Bendahara):

Kita melayani pemohon dalam perijinan dari Dinas tidak ada
biaya, yang harus kami pegang: kepastian hukum, kepastian
biaya, kepastian akan waktu. Di depan ruang tunggu sudah ada
tulisan pelayanan perijinan gratis. Meskipun ada biaya diperlukan
untuk biaya retribusinya terkait ijin yang lain gratis, contoh ijin
yang ada biaya retribusinya yaitu reklame dan ljin Mendirikan
Bangunan IMB.*

Pernyataan dari Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) juga memperkuat pernyataan
yang lainnya, mengatakan:

Terkait perijinan itu sudah jelas gratis, kamu masuk tinggal
ngomong udah jelas gratis. Masalah biaya, yang disebut dengan
biaya yang harus bayar pajak atau tidak, dia harus bayar retribusi
atau tidak, terkait dari selain itu tidak ada biaya. Tapi seperti
berkas bikin bangunan gedung semisal, IMB nya gratis. Untuk
retribusinya harus bayar misalkan retribusinya 50.000.000 maka
harus bayar 50.000.000 tapi bukan bayar ke kita tapi bayarnya di
Kasda nanti di Bank Jatim langsung, begitu dia bayar ia
tunjukkan bayarannya ke kita, pak ini bukti bayarnya, Kita
notifikasi, oke kita terbitkan itu makanya ini yang disebut biaya.
karena di pelayanan itu ada 3 yang harus kami 6pegang: kepastian
hukum, kepastian biaya, kepastian akan waktu.®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
menarik konsumen  dengan memberikan pelayanan yang cepat,
transparan dan murah, hal ini untuk terkait perijinan dilakukan secara
gratis terkait biaya hanya di retribusinya seperti halnya IMB dan ijin

reklame (pajak), untuk pembayarannya melalui Bank Jatim.

8 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
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f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
Apabila sektor publik ingin maju, maka harus mau mengadopsi
konsep manajemen yang diterapkan pada sektor swasta yang sudah
terbukti lebih baik karena senantiasa mengikuti perkembangan.
Manajemen di sektor swasta yang dapat diadopsi misalnya: penilaian
Kinerja, sistem kompensasi, penempatan dan promosi pegawai yang
dilakukan berdasarkan kinerja, perencanaan yang matang. Menurut
pernyataan Pak Andika (Kasubag Umum dan Kepegawaian), saat
diwawancara menyatakan:
Penilaian kinerja ada dua, kalau melalui PEMKAB itu namanya J
keren kalau dari BKD namanya SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
sehingga SKP itu dasarnya dari tupoksi, dari Nomenklatur itu
yang SOTK. Untuk ASN bukan tupoksi namanya tapi namanya
Jobdes, semisal ada salah satu karyawan sering gak masuk
sehingga dilaporkan ini dak masuk bagian Pak Riyan selaku
perijinan nanti melaporkan sehingga saya yang negur, jadi ada
SP namanya SP 1 tanpa keterangan, gak pernah ikut apel, sering
ilang, jadi gitu.®’
Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nanik Hariyati bidang
Penanaman Modal menyatakan.
Sekarang untuk penilaian kinerja sistemnya mudah di aplikasi ada
namanya J keren, dari SKP itu rata-rata kerja pegawai jadi setiap
tahunnya harus membuat dari awal januari membuat sasaran kerja
jadi selama 12 kedepan apa sasaran kita melalui tupoksi itu,
kapan targetnya, sehingga ketika ahir tahun ada namanya
penilaian-penilaian dari atasan langsung kalau saya atasan
langsungnya Sekretaris, jadi Sekretaris yang menilai.®
Kemudian ditambahkan oleh Pak Arief Tyahyono untuk

memperkuat pernyataan di atas, selaku Kepala Dinas menyatakan:

8 Andika, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
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Dalam penilaian kinerja dari ASN maupun Non ASN Kita
dituntut untuk selalu nginput, selalu ngisi apa yang kita lakukan
setiap harinya, entah itu apel kegiatan kita lah selama mulai jam
07.00-15.00. Jadi ada yang menilai, semisal Pak Andika yang
menilai atasan saya Sekretaris Pak Rizal Darmawan, sehingga
nanti diverifikasi. Hal ini diverifikasi dulu, jadi kita itu terpantau
terus kalau absen setiap hari, kita absen sebelum jam 07.00-15.00
tadi saya absen jam 05.13-07.00 harus disini 200 meter gak bisa
dirumah, semisal jam 07.00 lewat gak bisa, absen pulang jam
15.00 setiap harinya gitu ndak bisa toleran ini karena sistem,
ketika nanti disiplinnya berkurang karena ini pengurangan secara
otomatis jadi panismennya itu sudah dikurangi, TPPnya jadi uang
yang dicairkan dikurangi ketika terlambat, atau pulang duluan,
jadi seperti itu kecuali Dinas keluar atau ijin sakit.®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menggunakan sitem untuk pegawai yang ASN vyang dilihat dari
kedisiplinan absen, semisal sebelum jam 07.00. Nanti pulangnya jam
15.00 absen lagi, untuk yang ASN itu absennya manual ketika sudah
datang ke Sekretariatan, penilaian ini dilihat dari sering ikut apel, tidak
pernah telat, sering gak ijin dan lain-lain. 2. Sistem kompensasi, hal ini
disampaikan oleh Pak Andika (selaku Kasubag Umum dan
Kepegawaian) saat diwawancara menyatakan:

Jadi karyawan terbaik itu Non ASN bukan PNS, kalau PNS itu

namanya sasaran kerja pegawai (SKP) jadi ada nilainya kalau

PNS ada sendiri penilaiannya. Pegawai yang sifatnya non ASN

yang dinilai itu dari disiplinnya, kinerjanya, itu melalui ngisi data

yang telah dilakukan tiap harinya tidak sistem tapi manual nanti
dikumpulkan ke saya. Masing-masing bidang itu ngumpulkan ke
saya sesuai tugasnya. Seperti disiplin, ikut apel, kadang sebelum

jam 07.00 pulang jam 15.00, misalkan kinerjanya bagus kalau di

CS mungkin cara penyampaiannnya ke pemohon 3S yang

diterapkan sapa, senyum, tidak merungut. Seperti embak CS
didepan jadi harus tersenyum meskipun punya masalah

8 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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sebenarnya. Kalau yang terbaik mungkin sering menonjol, juga
selain disiplin yang terbaik itu biasanya ketika di kasih apapun ia
selalu memenuhi target atau sering lembur karena untuk
memenuhi target jadi sebelum hari H sudah selesai pekerjaannya,
jadi seperti itu terus.*

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nuki (Karyawan sekaligus
Bendahara), saat diwawancara menyatakan:

Dalam kompensasi kalau di sini ada pada penilaian karyawan:

karyawan terbaik nantinya akan dilihat dari kedisiplinannya, cara

menyelesaikan tugasnya, sering menonjol, dan selalu memenuhi
target atau sering lembur karena untuk memenuhi target jadi
sebelum hari H sudah selesai pekerjannya.*

Kemudian ditambahkan oleh Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Sistem kompensasi yang diberikan pada karyawan yaitu ada pada

karyawan terbaik dalam setiap bulan, untuk memenuhi hasil

sebagai karyawan terbaik yaitu dilihat dari kinerjanya: yang
nantinya ada pemberian dalam bentuk hadiah pada karyawan
terbaik yang berhasil sebagai karyawan terbaik.*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem
kompensasi yang diterapkan di Dinas yaitu adanya karyawan terbaik,
dengan cara melihat kinerjanya, sering menonjol, lembur, dan selalu
melampaui target sebelum hari H. 3. Penempatan dan promosi pegawai,
hal ini" disampaikan ‘oleh Bapak ‘Andika (selaku-Kasubag Umum-dan
Kepegawaian), saat di wawancarai mengatakan:

Kalau pejabat, pejabat itu bupati yang menentukan melalui BKD

melalui SK namanya, sehingga ketika nanti dilantik misalkan

tiba-tiba mas Arif dilantik untuk promosi jadi pejabat di sini ada

yang kosong pejabat misalkan, iya langsung ditugasi kalau
misalkan nanti dipercaya di Kecamatan iya di Kecamatan ataupun

% Andika, wawancara, Jember, 10 Oktoober 2022
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di OPD lain jadi apa katanya Bupati. Kalau stafnya tergantung
Kepala Dinas tapi yang jelas ketika BKD itu memutasi dan
pegawai misalkan ada BKD Kepegawaian daerah.*

Pernyataan Pak Riyan (Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan),
saat di wawancara mengatakan:

Untuk penempatan dan promosi pegawai biasanya dipegang oleh

Pak Andika tetapi untuk sekarang tidak seperti dulu untuk

menambah SDM akan tetapi yang menentukan bupati dari atasan

langsung jadi disini hanya menerima, dan mengarahkan.*

Hal ini juga diperkuat oleh Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas),
mengatakan:

Dalam menentukan atau menambah pejabat di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui atasan secara

langsung yaitu Bupati, biasanya Pak Andika bagian Kasubag

Umum dan Kepegawaian hanya mengarahkan saja ketika

menambah SDM, baik diklatnya badan kepegawaian, jadi yang

ngurusi CPNS, pemberhentian PNS, disiplin PNS, itu bagian

Kasubag Umum dan Kepegawaian.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
penempatan dan promosi pegawai tidak bisa ditentukan oleh Dinas
sendiri, akan tetapi dari atasan secara langsung Bupati, untuk
penambahan- karyawan baru. pengarahannya dari Kasubag Umum dan
Kepegawaian, seperti halnya diklat, pemberhentian PNS, disiplin PNS.

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam
menggunakan sumber daya.

Dalam konsep New Public Management (NPM), sektor publik

harus memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya yang ada, baik
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secara ekonomis dan efisien. Penghematan bukan berarti mengurangi
kualitas, akan tetapi tetap menjaga kualitas namun dengan biaya yang
murah. Penghematan sumber daya dapat dilakukan oleh pemerintah
melalui pengendalian biaya pengeluaran sehingga tidak terjadi salah
kelola, salah alokasi yang dapat menimbulkan pemborosan dan yang
penting untuk diperhatikan pengelolaan sumber daya tidak boleh
merusak lingkungan.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Pak Andika (Kasubag
umum dan kepegawaian), saat wawancara menyatakan:

Untuk meningkatkan sumber daya manusianya ikut IPTEK terkait

pelayanan perijinan ataupun dari sekretariat mengikuti BIMTEK,

perbendaharaan ataupun yang lainnya. Dalam rangka untuk

kebutuhan lainnya yaang lebih baik kedepannya.®

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Riyan (Seksi Pelayanan dan
Penetapan Perijinan), saat wawancara menyatakan:

Kita sering ajak mereka ikut Bimtek, sesuai dengan sektor yang

diadakan oleh kementrian atau dinas yang bersangkutan, atau

dinas di Kabupaten Kota. Setiap tahunnya tidak nentu tergantung

mereka ada kegiatan atau tidak. Non ASN ataupun PNS sama,

secara langsung kesana tapi bukan ke dinas, kalau disini hanya

rapat-rapat- internal, -misalnya ada aturan baru kita share, ini

aturan baca, terjemahkan nanti dipelayanan.®’

Kemudian ditambahkan oleh Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), saat diwawancara

dia mengatakan:

Untuk menjaga kualitas SDM karena ini perijinan yang kaitannya
dengan masyarakat maka sekretariat mengikuti BIMTEK,
perbendaharaan, penetapan perijinan, baik yang pegawai Non
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ASN ataupun ASN dengan tujuan lebih baik kedepannya, dan
bisa menciptakan pelayanan yang Good governance.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
menjaga kualitas atau mutu dalam SDM nya dan untuk memangkas
birokrasi dalam pelayanan yaitu dengan mengikuti BIMTEK dan IPTEK,
baik kesekretariatan, perbendaharaan, seksi pelayanan dan penetapan
perijinan dari pegawai ASN maupun Non ASN. Dalam penghematan
sumber daya dilakukan melalui pengendalian biaya pengeluaran sehingga
tidak terjadi salah kelola. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nanik (bidang
Penanaman Modal):

Dasarnya kita kerja sudah ada namanya tupoksi: jadi yang
dikerjakan selama menjabat disini sudah berdasarkan Perbup 5,
merencanakan anggaran kedepan. Seperti halnya untuk 2023
mulai sekarang sudah mulai merencanakan melalui PPTK nya.
Contoh yang ditunjuk PPTK itu kan Pak Andika, Sekretariat
PPTK nya Kasubag umum dan Kepegawaian, kalau PPTK nya
perijinan itu koordinator perijinan (kabid perijinan) kalau yang
Penanaman Modal koordinator Penanaman Modal, Jadi ada 3
PPTK, sedangkan (PPTK itu namanya Pejabat Pelaksanaan
Tehnis Kegiatan).”

Pernyataan Pak Andika (Kasubag Umum dan Kepegawaian) juga
memperkuat pernyataan dari Ibu Nanik, saat diwawancara mengatakan:

Terkait anggaran yang dikeluarkan itu sudah jelas, biasanya nanti
akan melibatkan dengan berbagai koordinator bidang, baik bidang
Perijinan, Penanaman Modal, terutama kesekretariatan. Sehingga
misalkan kita mendapatkan Plat Fom 15 M, 5 M untuk Sekretariat
5 M untuk Perijinan 5 untuk Penanaman Modal, jadi nanti
merencanakan masing-masing sekretariat nanti mengumpulkan.
Misalkan Bu Ima aku mempunyai kegiatan sosialisasi,

% Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
% Nanik, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
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membutuhkan anggaran ini, kalau Plat Fom yang menentukan
bukan kita tapi Bapeda.’®®

Hal ini juga diperkuat oleh Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas),
saat diwawancara mengatakan bahwa:

Terkait anggaran itu yang menentukan bukan kita tapi Bapeda,

disitu nanti sudah jelas masing-masing bidang dapat kita rapatkan

jadi satu, contoh semisal anggaran itu keluar 15 M, tiap bidang
rata akan tetapi dari setiap bidang juga menyetorkan kegiatan
yang sudah terealisasikan dalam kebutuhan dana yang sudah
digunakan: bidang Penanaman Modal mengadakan sosialisasi
kepada UMKM Jember itu membutuhkan biaya terkait tempat,
pemateri dll, bidang perijinan sosialisasinya terkait proses ijin
melalui sistem OSS. Kesekretariatan, terkait sarana dan prasarana

(sarpras) mungkin ACnya rusak, menambah komputer itu harus

melaporkan, nanti terkait ini tugasnya Bu Ima untuk mendata data

dari kita.""

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
penggunaan anggaran itu langsung dari Bapeda, dan setiap anggaran
yang keluar itu sama rata baik Bidang Penanaman Modal, Perijinan,
Kesekretariatan, Kasubag Umum dan Kepegawaian: bidang Penanaman
Modal mempunyai kegiatan sosialisasi pada UMKM, bidang Perijinan
sosialisasi terkait prosedur perijinan, kesekretariatan terkait sarana dan
prasaran (sarpras), baik ATK kantor, Ac rusak.

Dari beberapa informasi hasil wawancara di atas implementasi
New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember bahwasanya sudah

diterapkan pada sistem pelayanan dan sarana prasarana yang mendukung

untuk membberikan kenyamanan pada masyarakat (pemohon), penerapan

100 Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
101 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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ini bisa dilihat dari ketujuh prinsip NPM. Standar kinerja dan ukuran
kinerja dalam pelayanan berdasarkan Perbup 24 2022 sesuai SOTK salah
satunya sekretariat tugas berkaitan dengan fasilitas kantor, sarana
prasarana (sarpras), dan kepegawaian. Bidang Penanaman Modal dengan
melakukan promosi, sosialisasi bagi pihak investor dan mendatangkan
pelaku usaha (Covi morning). Bidang Perijinan tugasnya dalam
pengendalian perijinannya dari pengisian data sampai surat rekom
diterbitkan. Dari ketiga bidang yang bergerak dalam pelayanan selain
standar kinerja disamping itu ada ukuran Kinerja penerapannya pada
kecepatan sama ketepatan dalam mencapai target, cepatnya dalam ukuran
Kinerja sesuai PP 5 2021 28 hari kerja paling lama, dalam memproses
dibutuhkan ketepatan dalam melayani yaitu pada ketelitian petugas pada
saat mengecek berkas pemohon sebelum ke Bidang Teknis.

Dalam bidang perijinan untuk memangkas alur birokrasi dengan
tujuan lebih efektif dan efisien Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terdapat pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
yang berkaitan langsung dengan pemohon, diantaranya ruang tunggu
yang bisa ‘mengarahkan sampai bidang CS, selanjutnya bidang CS
tugasnya mengecek berkas yang dilengkapi, setelah berkas pemohon
dinyatakan lengkap tahap selanjutnya pada Bidang Teknis perijinan
tugasnya untuk membuatkan surat rekom yang akan dikirim ke Dinas

Teknis sesuai perijinan yang diminta oleh pemohon.
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Dari tahap alur perijinan tersebut di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara gratis terkait biaya,
hanya saja retribusi seperti halnya ijin IMB, reklame (pajak)
pembayarannya melalui Bank Jatim. Pemohon dalam mengurusi surat
ijin dari alur perijinan sampai diterbitkan ijin di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengendalian output dan
outcome masyarakat (pemohon) mengisi kotak saran yang sudah
disediakan puas atau tidak puasnya pemohon selama proses mengurusi
perijinan hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari survei kepuasan
masyarakat, kepuasan yang dilihat oleh pemohon pada sarana dan
parasarana, kedisiplinannya SDM dalam bekerja, dan sistem aplikasi
OSS untuk mempermudah dan praktis.

Gambar 4.3
Mekanisme Alur Perizinan Retribusi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPA i JEMBER

PENDAFTARAN RErOAS AR AN nEGISTRASH AERAN PEMERIKSAAN BERKAS OLEH
% OFfICE (FO) BACK OFFICE (BO) TINJAU LAPANG TIM TEKNIS dan/atau
PENERRBITAN REXOMENDAS!

e g

PERSIONONAN PENETAPAN RETRIBUSI (SKRD) vmzz.mnm SKRD o PENERBITAN 1IN
TIDAK DISETUJUL dan/atau Pajak (SKPD) i GANYYAS DAERAN MENDIRIKAN BANGUNAN
dan/atau REXLAME

et T A

Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
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Gambar 4.4
Mekanisme Alur Perizinan Non Retribusi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER :
| NON RETRIBUSI

G

PR = S |

PEMOMON MENDAFTAR  PENDAFTARAN REGISTRASI DAN PEMBERIAN PEMERIKSAAN BERKAS OLEH
TANDA TERIMA OLEH FRONT OFFICE (F’Cl BACK OFFICE (BO) VALIDASI TIM TEKNISI INTERNAL

dan/atau EKSTERNAL
- fox) 55 6 Vi
‘-
= 9
»
© -~
Bt { ¢

DAPAT PROSES IZIN DAN SELESAI
PEMOHON MENDAPAT
SURAT PENOLAKAN PENETAPAN SK

Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

2. Manfaat dari Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten
Jember.

Manfaat dari penerapan New Public Management (NPM) menurut

Rainey bahwasanya manajemen publik itu.ditujukan untuk meningkatkan

tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), penerapan ini

diterapkan pada pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu

mempertangungjawabkan Kkinerjanya. Menurut Graham (manajemen pablik

itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan

tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah
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manajerial dan teknis). Menurut pernyataan pak Andika (Kasubag umum
dan kepegawaian), saat diwawancara menyatakan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
menciptakan pelayanan lebih efektif dari pada sebelumnya disini kita
menggunakan sistem OSS, jadi masyarakat (pemohon) gak perlu
datang ke Dinas kalau hanya mau mengunduh berkas ijin, sekarang
di sistem OSS sudah lengkap, baik itu ijin Profesi, Kesehatan, Usaha
dan lain-lain.'%

Pernyataan Pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), juga memperkuat pernyataan dari pak
Andika, saat diwawancara menyatakan:

Untuk sekarang pelayanan bisa lebih mudah dari pada sebelumnya
karena kita punya sistem OSS untuk lebih efektif dalam pelayanan,
misalkan ijin dalam bidang Penanaman Modal: sehingga ketika
investor mau Inves di Jember nanti ngurusi ijinnya melalui
perijinannya nanti di arahkan mau ijin apa, misalkan mau ijin
Properti apa aja nanti ada di standart pelayanan dalam
persyaratannya. Kita mempunyai Website namanya DPMPTSP
Jember Kab. Dot. com. Sehingga pemohon gak harus datang kesini
kalau untuk melihat persyaratan, disana juga lengkap. Jadi Kita
berupaya untuk mempermudah gak harus datang kesini kalau untuk
menanyakan persyaratan saja. Jadi kalau dulu minta persyaratan
sebelum punya Website pemohon kesini kalau sekarang sudah
endalléé Jadi di Sistem OSS pemohon bisa ngisi persyatannya di
situ.

Hal ini juga diperkuat oleh pak Riyan (Seksi Pelayanan dan
Penetapan Perijinan), saat diwawancara menyatakan:

kami sudah melaksanakan karena sudah ada amanat dari Kementrian
Investasi, lewat PP5 Tahun 2021. Tidak hanya perijinan saja yang
dipangkas, tapi hampir semuanya, jadi sistem perijinan itu sekarang
terintegrasi di sistem OSS orang gak perlu kesini sebetulnya, tinggal
nginput, validasi, kita yang validasi disini tanpa mereka hadir kesini.
Tinggal masuk di Websitenya saja bak, di profilenya DPMPTSP
sudah ada, di profilenya kementrian investasi ada, karena se

192 Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
198 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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Indonesia aplikasinya sama. Penerapan yang dilakukan sudah mulai

4 Agustus 2021 untuk OSS yang baru, tapi untuk yang OSS lama

sudah mulai tahun 2018.*%*

Menurut pernyataan Bak Gium (Pemohon Perijinan) saat
diwawancara mengatakan:

Perijinan sekarang mudah hanya lewat sistem OSS, tetapi saya

datang kesini mau mengurusi terkait di sistem, untuk blanko

perijinan, persyaratannya itu sudah ada di OSS, tinggal minta ijin

apa itu nanti disesuaikan bak, ketika persyaratan tidak lengkap untuk

mengisi persyaratan selanjutnya tidak bisa, makanya kadang saya

kesini untuk mengurusinya.*®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan secara lebih efektif pada
pemohon vyaitu penerapan OSS yang digunakan, karena perijnan itu
sekarang terintegrasi di sistem OSS, karena se indonesia aplikasinya sama.
Selain keefektifan yang digunakan dalam pelayanan publik untuk
menciptakan efisien juga penting, Hal ini disampaikan oleh Bapak Arief
Tyahyono (Kepala Dinas):

Sarana dan prasarana (sarpras) kantor yang kami miliki cukup

memadai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah kami

rencanakan. Selain itu sarana dan prasarana yang kami miiki dalam

memberikan pelayanan kepada masyaraat juga cukup memadai, bisa

kita lihat dari ruang tunggu perijinan di sediakan tempat duduk untuk

ibu-ibu° menyusui, smoking area, anak-anak, dan -adapelayanan

prioritas seperti halnya lansia.*®

Pernyataan dari Pak Riyan (Seksi Pelayanan dan Penetapan Peijinan)

juga memperkuat pernyataan Pak Arief, saat di wawancara mengatakan

bahwa:

104 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
195 Gjum, wawancara, Jember, 8 Agustus 2022
196 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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Pelayanan publik disini selain keefektifan pelayanan menggunakan
sistemm OSS efisiensi juga diperlukan, setelah mengunduh berkas
ijin untuk masyarakat isi secara otomatis mereka kesini, kami selaku
bidang pelayanan publik memberikan kenyamanan pada pemohon
hampir semua sarana dan prasarana (sarpras) di kantor baru sudah
mendukung, kami sama Pak Kadis punya steatman disini bukan
kantor tapi cafe rasa kantor. Dengan tujuan kami pemohon tidak
takut dalam mengusrusi ijin, semisal takut salah dan lain-lain.
Semisal ada pemohon: “ayo pak kalau mau melihat prosedur tiggal
liat, sambil ngopi kita sediakan gratis”.*"’

Ibu Nuki (karyawan sekaligus bendahara) juga mengatakan hal
demikian:

Untuk memberikan kenyamanan pada pemohon perijinan, kami
sudah memfasilitasi tempat sarana dan prasarana yang sudah cukup
memadai, dari pemohon masuk ruangan dari depan ada tempat
penerima ijin disitu ada pak Dion sampai ke tahap bidang CS, disitu
para petugas sudah membagi tugas masing-masing sesuai pemohon
minta surat ijin apa. Untuk sarana dan prasarana bisa dilihat dari
pengambilan no. antrian secara otomatis, ruang pemrosesan izin,
gudang arsip, ruang tunggu, ruang laktasi, layanan disabilitas/Ibu
menyusui/lansia, toilet, mushola, kursi roda, ruang pengaduan,
tempat parkir, tempat bermain dil.**®

Hal ini juga diperkuat oleh Pak Faris (Pemohon ijin Reklame) saat
diwawancara mengatakan:

Saya mau mengurusi ijin reklame bak, untuk ijin reklame biasanya
ke mas Rian, disitu nanti dijelaskan semua oleh mas Rian ketika
diawal, karena pada tahap tahun selanjutnya ada perpanjangan ijin
untuk reklame nanti ada transaksi bayarnya di Bank Jatim, untuk kita
tunjukkan biaya retribusinya ke sini, ‘meskipun ijin reklame dan
untuk perpanjangan ijin harus ke kantor tidak apa-apa dari pada
secara sistem ada yang salah, karena sarana prasarana di Dinas
pelayanan ini menunjang, masyarakat pemohon ijin merasa santai,
tempat ruang tunggu lengkap, ke CS sesuai antrian, dan lebihnya
Dinas ini nuansanya seperti halnya cafe di dalam, jadi pemohon
tidak te1 gmg yang minta ijin karena tempatnya pas dalam pelayanan
publik.

107 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
108 Nuki, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
199 Faris, wawancara, Jember, 8 Agustus 2022
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selain
keefektifan dalam pelayanan efisiensi juga penting terkait sarana dan
prasarana (sarpras) sudah cukup memadai, ruang tunggu yang sudah
disediakan: tempat duduk untuk ibu-ibu menyusui, smoking area, anak-
anak, pelayanan prioritas seperti halnya lansia, tempat buat santai-santali,
ngopi, juga disediakan dan pengambilan nomor antrian secara otomatis, Ac,
musholla di belakang kantor, kamar mandinya bersih, dengan tujuan
memberikan kenyamanan pada masyarakat (pemohon) dan pemohon santai
untuk mengurusi surat ijin.

Dari beberapa informasi hasil wawancara di atas manfaat dari
penerapan New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan pelayanan yang secara lebih
efektif dan efisien. Manfaat NPM untuk menciptakan pelayanan secara
efektif kepada pemohon yaitu penerapan sistem OSS pada perijinan yang
digunakan karena perijinan terintegrasi di sistem OSS se Indonesia
aplikasinya sama. Penerapan yang dilakukan selain keefektifan, efisiensi
juga penting terkait sarana dan prasarana (sarpras) sudah cukup memadai
dalam pelayanan, seperti halnya ruang tunggu: tempat duduk untuk ibu-ibu
menyusui, smoking area, anak-anak, pelayanan prioritas seperti halnya
lansia, tempat buat santai-santai, ngopi juga disediakan, dan pengambilan
nomor antrian secara otomatis, AC, musholla, kamar mandinya bersih,
dengan tujuan memberikan kenyamanan pada masyarakat (pemohon) dan

pemohon santai untuk mengurusi surat ijin.
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi New Public
Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
a. Faktor Pendukung

Dalam penerapan prinsip New Public Management (NPM) di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya
tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung di dalamnya. Jika ditinjau
secara faktual, maka peneliti mencoba mengemukakan bahwa salah satu
fakor yang mendukung implementasi New Public Management (NPM)
dalam memberikan pelayanan di antaranya adalah sumber daya yang
dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki diantaranya sarana dan
prasarana, sumber daya pegawai.
1) Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat berpengaruh
pada keberhasilan kebijakan atau program dari pemerintah. Dalam
memberikan pelayanan terbaik ke pada pemohon untuk mengurusi
surat perijinan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang
dimilikinya, karena sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja
organisasi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh pak
Andika (Kasubag Umum dan Kepegawaian).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu,
dulu masih umum bukan milik sendiri, berdirinya tahun 2017,
sebelum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dulu
kantornya di PU Cipta Karya terus setelah resmi perijinan ini

dipisah, memang khusus untuk perijinan. Awal mula kantor
tempatnya di kota, lalu pindah ke tempat WOJ pada bulan



101

September diserahkan ke PTSP, karena kelayakan banyaknya
perijinan, disebabkan secara protokol dan parkirannya luas
(sangat layak untuk dijadikan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**°

Hal ini juga disampaikan oleh pak Arief Tyahyono (Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana dan prasarana kantor yang kami miliki cukup memadai
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah kami
rencanakan. Selain itu sarana dan prasarana yang kami miliki
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga cukup
memadai, bisa kita lihat pada ruang tunggu: sediakan tempat
duduk untuk ibu-ibu menyusui, smiking area, anak-anak, dan
ada pelayanna prioritas seperti halnya lansia, tempat buat
santai-santai Ngopi disitu juga disedikan. karena ini untuk
memberikan kenyamanan untuk masyarakat (pemohon
perijinan).**

Pernyataan dari pak Riyan (Seksi Pelayanan dan Penetapan
Perijinan) juga memperkuat pernyataan yang lainnya, saat di
wawancara mengatakan bahwa:

Hampir semua sarana prasarana di kantor baru sudah
mendukung bisa Kkita ketahui dari pengambilan No. antrian
secara elektronik, kebersihan gedung, ruangan yang terdapat
AC, dilengkapi musholla di belakang kantor, kamar mandi
bersih, dan ruang tunggu yang sudah dilengkapi dari: tempat
duduk untuk ibu-ibu menyusui, smoking area, anak-anak, dan
ada pelayanan prioritas seperti halnya lansia, tempat buat
santai-santai, ngopi disitu juga disediakan, untuk memberikan
pelayanan -~ secara cepat = dan- kepuasan ' masyarakat
(pemohon).™?

Dari beberapa hasil wawancara di atas sudah dapat dipastikan
bahwa sarana dan prasarana untuk pelayanan sudah mendukung,

dilihat dari ruangan pelayanan yang didalamnya berbeda, terdapat

19 Andika, wawancara, Jember, 25 Maret 2022
11 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
112 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
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seperti nuansa cafe, pengambilan nomor antrian secara elektronik,

kebersihan gedung, ruangan yang terdapat AC, dilengkapi musholla di

belakang kantor, kamar mandi bersih, dan ruang tunggu yang sudah

dilengkapi dari: tempat duduk untuk ibu-ibu menyusui, smoking area,

anak-anak, dan ada pelayanan prioritas seperti halnya lansia, tempat

buat santai-santai, ngopi juga disedikan.

2) Sumber daya pegawai

Selain sarana dan prasarana sumber daya yang mendukung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga

dipengaruhi oleh sumber daya pegawai yang dimiliki. Penerapan New

Pubic Management (NPM) sangat didukung oleh SDM nya, baik dari

segi pegawai ASN maupun non ASN.

Tabel 4.1
Data Kepegawaian ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2021

PEGAWAI PNS
No. Nama Jabatan
1 | Arief Tyahyono, SE Kepala Dinas PM dan PTSP
2 | Rizal Arif Darmawan, SH Sekretaris Dinas PM dan PTSP
3 | RA Siti ImaniyahS.Sos Sub Bagian Keuangan,
4 | Andhika Akhmad Wljaya SE Sub BagianUmum dan Aset
5 | Endah Yuniar Nurdiana, S.Pd Staf
6 | Nuki Agustin Praptiningsih Staf
7 | RR. Endah Susilowati Staf
8 | Abdul Halim Qomar Staf
9 | Nanik Hariyati, SE, MM Bidang Penanaman Modal
10 | Lolita Tyas Malina, SH Seksi Pengembangan Penanaman Modal
11 | Rachminda Iskandarian, SE Bidang Perizinan
12 | Ribut Wati Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha
Industri dan Perdagangan
13 | Endang Pratiwi, SKM, MM.Kes | Seksi Perizinan Profesi
14 | Fidiyah Yuliasari,A.Md Seksi Perizinan Bangunan dan
Pemanfaatan Ruang

Sumber: Dokumen Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu
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Tabel 4.2
Data Kepegawaian Non ASN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Tahun 2021

No. Nama FUNGSI
1 | lwut Untari Staf Bidang Perizinan

2 | Ike Yuliantika Faliansari Staf Bidang Perizinan

3 | Meilinda Dwi Puspitasari Staf Bidang Perizinan

4 | Achmad Muzammil Staf Bidang Perizinan

5 | Teguh Priyadi Wijaya Staf Bidang Perizinan

6 | Agung Yuli Nugroho Staf Bidang Perizinan

7 | Fitri Hariani Staf Bidang Perizinan

8 | Ayu Rafita Dwi Cahyati Staf Bidang Perizinan

9 | Ifan Bagus Prasetyo Staf Bidang Perizinan

10 | Sugeng Wahyudi Staf Bidang Perizinan

11 | Riski Dwi Cahyati Staf Bidang Sekretariat
12 | Moh. Fadly Yusriansyah Staf Bidang Perizinan

13 | Bella Qur’aini Staf Bidang Perizinan

14 | Irani Sabela Staf Bidang Penanaman Modal
15 | Rizqi Wira Firmanda Staf Bidang Sekretariat
16 | Zeki Ziman Staf Bidang Sekretariat
17 | Fira Novantika Staf Bidang Perizinan

18 | Yolanda Pratiwi Kurniasih Staf Bidang Penanaman Modal
19 | Rizqi Afrianka Lutfi Staf Bidang Perizinan

20 | Dri sella Ade Saputri Staf Bidang Perizinan

21 | Samsul Arifin Staf Bidang Sekretariat
22 | Bayu Ronggo Priambodo Staf Bidang Sekretariat
23 | Nara Staf Bidang Sekretariat
24 | Zen Staf Bidang Sekretariat
25 | Gufron Petugas Kebersihan

26 | Zun Petugas Kebersihan

Sumber: Dokumen Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu
Jumlah pegawai PNS 14 orang dan untuk pegawai Non
PNS 26, rata rata untuk pendidikan terahir pegawai ASN yaitu S1,
S2 dan untuk pendidikan terahir pada pegawai Non ASN S1.
Dalam memberikan pelayanan terbaik masing-masing pegawai

memberikan sikap 3S, sapa, senyum, santun, sehingga masyarakat
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merasa santai, tidak tegang dalam mengurusi surat ijin. Hal ini
disampaikan oleh Ibu Nanik Hariyati (bidang Penanaman Modal):

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdapat pegawai ASN maupun Non ASN, rata-
rata pegawai ASN penddikan terahir yaitu S1,S2 dan untuk
pegawai Non ASN rata-rata pendidkan S1, setiap pegawai
mempunyai penempatan bidang masing-masing,
penempatan bidang ini ada yang di staf perijinan, staf
penanaman modal, staf sekretariat, petugas kebersihan.
Masing-masing bidang memberikan sikap baik dalam
pekerjaan maupun kepada pelayan dengan memberikan
sikap 3S, sapa, senyum, santun meskipun pegawai itu
kadang-kadang mempunyai masalah.***

Pernyataan Pak Riyan (Seksi Pelayanan dan Penetapan
Perijinan) juga selaras dengan yang dikatakan Ibu Nanik:

Selain sarana dan prasarana yang mendukung sumber daya
pegawai juga bisa mempengaruhinya, rata-rata untuk
pegawai PNS pendidikan terahir S1,S2, dan untuk pegawai
Non PNS pendidkan S1. Setiap masing-masing pegawai
sikapnya cukup baik mereka sesuai dengan tupoksi dalam
bekerja, untuk bidang CS yang sangat diperlukan sama
bidang pengambilan karena berhubungan langsung dalam
melayani masyarakat (pemohon), mereka memberikan
sikap melayani dengan cara tanggap pada pemohon, dan
menanyakan terkait ijin apa yang mau diurusi, tidak marah-
marah kepada pemohon ketika berkas kurang lengkap.***

Pak Andika (Kasubag Umum dan Kepegawaian) juga
mengatakan hal demikian:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pintu terdiri dari kurang lebih 40, pegawai PNS kisaran 14
orang dan non PNS 16. Sikap dalam masing-masing
individu sudah menunjukkan baik, ramah, dan siap
melayani dalam masalah pelayanan publik, setiap bidang
tehnis mempunyai tanggung jawab masing-masing pada
pekerjaannya. Untuk bidang CS sama pengambilan

113 Nanik Hariyati, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
114 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
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selebihnya langsung berhubungan sama masyarakat

(pemohon), yang saya lihat mereka melayani dengan baik,

ramah pada pemohon, tentunya sabar mengaadapi pemohon

ketika berkasnya memang kurang lengkap.'*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
selain sarana dan prasarana yang mendukung dari penerapan New
Public Management (NPM) selain itu juga ada sumber daya
pegawai. Untuk Jumlah pegawai PNS dan Non PNS kurang lebih
40 SDM, rata-rata untuk pendidikan mereka S1, dan S2. Selain
pendidikan bisa mempengaruhinya dalam dunia kerja akan tetapi
sikap dalam memberikan pelayanan sudah diterapkan pada saat
mereka melayani pemohon, dengan cara sikap 3S Sapa, Senyum,
Santun dari pemberkasan sampai ketahap pengambilan.

Dari beberapa informasi hasil wawancara di atas
bahwasanya faktor pendukung dari penerapan New Public
Management (NPM) yaitu sarana dan prasarana pelayanan yang
mendukung dan sumber daya pegawai, jumlah pegawai PNS dan
Non PNS kurang lebih 40 SDM rata-rata untuk tingkat pendidikan
S1 dan S2, dalam memberikan pelayanan sudah diterapkan dengan
sikap 3S sapa, senyum, santun dari tahap pemberkasan sampai
ketahap pengambilan.

3) Faktor penghambat

Dalam penerapan prinsip New Public management (NPM) di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya

115 Andika, wawancara, Jember, 10 Oktober 2022
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memberikan manfaat baik dari Kinerjanya, sarana dan prasarana
kantor tentunya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat
(pemohon), tetapi dalam penerapannya pasti ada faktor pendukung
dan penghambat untuk mendukung tercapainya pelayanan yang Good
Governance. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Pak Riyan (Seksi
Pelayanan dan Penetapan Perijnan), saat wawancara menyatakan:

Faktor penghambat: New Man Error (yang manual),
ketidaktelitian teman-teman dan kami sendiri untuk ngoreksi,
jadi semisal dari CS depan namanya Rian makek Y diteruskan
ke belakang pakek Y ternyata di Cek di Dinas Kesehatan oh
cukup 1, ini kan ahirnya mundur lagi berkasnya. Sama juga
dari Sistem, mereka nginputnya salah NPWP nya, sampek
keluarpun salah, karena kita tidak bisa merubah.**®

Kemudian ditambahkan oleh ibu Nanik Hariyati (bidang
Penanaman Modal), saat diwawancara dia mengatakan:

Jadi kita juga sempat sering ditegur sama pimpinan, sering
karena apa, pimpinan liat di medsos pengaduan. WA
aduannya, ini kok ngurusi PILT ngurusi ini kok lambat, ok pak
kalau NIP kalau yang lai-lain itu Selsefment pak ijin sekarang
yang bersangkutan sekarang. Celakanya mereka ini karena dia
tidak mau secara lengkap ngisi persyaratan, misalnya di tanya
NPWP begitu dia gak keisi NPWP itu untuk klik selanjutnya
gak bisa. Salah satu persyaratan dia tidak nikmat, dia tidak
akan bisa (macet), kalau wes macet ngomongnya terhambat
pak, jadi laporannya palsu.'*’

Hal ini juga diperkuat oleh pak Arief Tyahyono (Kepala Dinas
Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), saat
diwawancara mengatakan bahwa:

Kami menghitung waktunya bak Zahra semisal, Zahra
mengurusi perijinan, menghitungnya hari ini, argonya udah

116 Riyan, wawancara, Jember, 20 Juli 2022
117 Nanik Hariyati, wawancara, Jember, 26 Mei 2022
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jalan (argo waktunya) padahal datang kesini si pemohon ini
tanya, dia tanya: pak ini kami ngurusin ini oh iya pak ini
dilengkapi dulu yha. oke dilengkapi, kembali kan yha dikami
itu tidak kehitung argonya. tapi pemohon ini ngitung. Saya
sudah satu bulan ngurus gak jadi-jadi, padahal dia baru
masukkan selesai. Yang dikatakan argo kami jalan kalau yang
bersangkutan udah terima berkas tanda terima. Ini dikatakan
bahwa tanda terima, dan tanda terima berkas ini menandakan
bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk
mengurusi ijin. Jadi kalau ngomong standarisasi waktu cepat
atau lambat di perijinan iya itu, karena persepsinya berbeda
sudah, kalau dia misalnya sampai 3 bulan tidak kembali lagi
untuk meyerahkan kekurangan berkas persyaratan apakah kami
harus memproses perijinannya, pastinya kita mengutamakan
yang berkasnya sudah lengkap, seperti halnya samean daftar
ulang.'*®

Dari beberapa pernyataan pegawai dapat disimpulkan bahwa
salah satu penghambat dari penerapan New Public Management
(NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yaitu terkait di sistem New Man Error (yang manual), ketidak telitian
pegawai dalam mengoreksi, dan untuk masyarakat sendiri yang salah
persepsi dalam menghitung waktu argonya perijinan.

Dari beberapa informasi hasil wawancara di atas faktor
pendukung dan penghambat dari penerapan New Public Management
(NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yaitu sarana dan prasarana (sarpras) yang mendukung dalam
pelayanan dan sumber daya pegawai yang menerapkan 3S Sapa,
Senyum, Santun dari tahap pemberkasan sampai ketahap
pengambilan. Faktor penghambat yaitu terkait pada sistem, New Man

Error (yang manual) ketidaktelitian pegawai dalam mengoreksi dan

18 Arief Tyahyono, wawancara, Jember, 15 Agustus 2022
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masyarakat yang salah persepsi dalam menghitung waktu argo
perijinan.
C. Pembahasan Temuan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul
Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Hasil dari pada analisis
data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya
guna dalam fokus masalah yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan
akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub fokus masalah seperti
pemaparan dalam penyajian dan analisis.

1. Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti tentang
penerapan New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Tepadu Satu Pintu bahwasanya standar Kkinerja dan ukuran
kinerja dalam pelayanan berdasarkan Perbup 24 2022 sesuai SOTK. Salah
satunya sekretariat tugas berkaitan dengan fasilitas kantor, sarana prasarana
(sarpras), dan kepegawaian, Bidang Penanaman Modal dengan melakukan
promosi, sosialisasi bagi pihak investor dan mendatangkan pelaku usaha
(Covi morning). Bidang Perijinan tugasnya dalam pengendalian

perijinannya dari pengisian data sampai surat rekom diterbitkan.
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Hasil pengamatan dari peneliti yang telah didapatkan di lapangan
tentang penerapan New Public Management (NPM) selain standar kinerja
disamping itu ada ukuran kinerja penerapannya pada kecepatan sama
ketepatan dalam mencapai target, cepatnya dalam ukuran Kinerja sesuai PP
5 2021 28 hari kerja paling lama dalam memproses dibutuhkan ketepatan
dalam melayani yaitu pada ketelitian petugas pada saat mengecek berkas
pemohon sebelum ke Bidang Teknis.

Gambar 4.4
Mekanisme Alur Perizinan Retribusi

RETRIBUSI

S
Pendaftaran T @
Pendaftaran Registrasi ] Tinjau
:D Da% Pemeriksaan Lapang Tim
Pemberian Berkas Oleh Teknis
Tanda Back Office dan/atau
Terima Oleh (BO) Pemerintah
Front Office > Rekomendas
(FO) i
()~ S
Permohonan o
Tidak I 6
isetuiui N
Disetujui Penetapan Pembayaran Penerbitan Izin
Retribusi (SKRD) SKRD dan/atau Mendirikan
dan/atau Pajak SKPD Pada Bangunan dan/atau
(SKPD) Bank/Kas Daerah ) Reklame

Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Gambar 4.4
Mekanisme Alur Perizinan Non Retribusi

[ NON RETRIBUSI ]

Pendaftaran @

Registrasi

Dan Pemeriksaan Validasi Tim
Pemohon —>| Pemberian — Berkas Oleh Teknisi
Mendaftar Tanda Back Office — Internal

Terima Oleh (BO) dan/atau

Front Office > Eksternal

(FO)

—_

Pemohon Proses Izin Dan :
Mendapat Surat Penetapan SK Selesai
Penolakan

Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan gambar mekanisme alur perijinan Retribusi dan Non
Retribusi di atas Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dalam bidang perijinan untuk memangkas alur birokrasi dengan
tujuan lebih efektif dan efisien yaitu terdapat pemecahan unit-unit kerja
di sektor publik yang berkaitan langsung dengan pemohon. Diantaranya
ruang tunggu yang bisa mengarahkan sampai bidang CS, selanjutnya
bidang CS tugasnya mengecek berkas yang dilengkapi, setelah berkas
pemohon dinyatakan lengkap tahap selanjutnya pada Bidang Teknis
perijinan tugasnya untuk membuatkan surat rekom yang akan dikirim ke
Dinas Teknis sesuai perijinan yang diminta oleh pemohon. Dari tahap

alur perijinan tersebut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu dilakukan secara gratis terkait biaya, hanya saja
retribusi seperti halnya ljin Mendirikan Bangunan (IMB), reklame
(pajak) pembayarannya melalui Bank Jatim. Pemohon dalam mengurusi
surat ijin dari alur perijinan sampai diterbitkan ijin di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengendalian output dan
outcome masyarakat (pemohon) mengisi kotak saran yang sudah
disediakan puas atau tidak puasnya pemohon selama proses mengurusi
perijinan hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari survei kepuasan
masyarakat, kepuasan yang dilihat oleh pemohon pada sarana dan
parasarana, kedisiplinannya SDM dalam bekerja, dan sistem aplikasi
OSS untuk mempermudah dan praktis.

Komponen New Public management (NPM) penerapan yang
digunakan ada 7 yaitu:
1. manajemen profesional di sektor publik
2. adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
4. pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. menciptakan persaingan di sektor publik
6. pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis kedalam sektor publik
7. penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam

menggunakan sumber daya.**®

119 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Public, 39.
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1. Manajemen profesional di sektor publik, syarat agar manajemen sektor
publik menjadi profesional yakni dengan membuat pembagian tugas
pokok dan fungsi secara jelas, siapa mengerjakan apa
bertanggungjawab kepada siapa.

2. Adanya standar kinerja dan ukuran Kinerja, adapun maksud penetapan
standar Kkinerja bagi setiap organisasi yakni agar dapat mengukur
“nilai terbaik (best value) dan praktik terbaik (best practise)”,
sementara penetapan ukuran Kkinerja digunakan untuk mengukur
sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai
target kinerja dan tujuan organisasi.

3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan
outcome, dalam pengendalian di sini Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara survei kepuasan
masyarakat, melainkan bukan tingkat keberhasilan yang diukur survei
kepuasan masyarakat.

4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, hal ini dengan tujuan agar
unit-unit kerja lebih efisiensi dan efektif dengan memangkas birokrasi
yang menyebabkan organisasi berjalan lamban.

5. Menciptakan persaingan di sektor publik, persaingan di sini dalam
konteks sektor publik memberikan pelayanan yang cepat, transparan
dan murah.

6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik,

apabila sektor publik ingin maju maka harus mau mengadopsi konsep
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manajemen yang diterapkan pada sektor swasta yang sudah terbukti
lebih baik karena senantiasa mengikuti perkembangan, misalnya
penilaian kinerja, sistem kompensasi, penempatan dan promosi
pegawai yang dilakukan berdasarkan kinerja, perencanaan yang
matang.

Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam
menggunakan sumber daya, penghematan bukan berarti mengurangi
kualitas akan tetapi menjaga kualitas namun dengan biaya yang murah
dan penghematan sumber daya dapat dilakukan oleh pemerintah
melalui pengendalian biaya pengeluaran sehingga tidak terjadi salah
kelola, dan salah alokasi.*?®

Apabila dikaitkan dengan komponen yang pertama yaitu

manajemen profesional di sektor publik, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menerapkan prinsip tersebut

bahwasanya tugas pokok dan fungsi dalam standar kinerja sudah

dilakukan, karena setiap karyawan sudah jelas terkait masing-masing

tupoksi berdasarkan Perbup 24 2022, sesuai dengan Susunan Organisasi

Tata Kerja (SOTK). Prinsip yang kedua adanya standar kinerja-dan

ukuran kinerja, Standar kinerja pada Kesekretariatan tugas berkaitan

dengan fasilitas kantor atau sarpras dan tugas selain umum selain sarpras

yaitu kepegawaian, Bidang Penanaman Modal yaitu melakukan promosi,

sosialisasi bagi pihak investor dan mendatangkan pelaku usaha (Covi

120 | pid, 39.
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morning), Bidang Perijinan hubungannya dengan teknis pengendalian
perijianan, untuk ukuran Kinerja dalam pelayanan yaitu kecepatan dan
ketepatan, cepatanya perijinan paling lama 28 hari kerja sesuai PP 5
2021, ketepatan dalam ukuran kinerja penerapannya pada Kketelitian
petugas pada saat mengecek berkas pemohon untuk perijinan sebelum ke
bidang teknis. Komponen yang ketiga penekanan yang lebih besar
terhadap pengendalian output dan outcome hal ini dengan cara survei
kepuasan masyarakat melalui kotak saran yang diisi pemohon ketika
sudah selesai mengambil surat ijin. Dan untuk meningkatkan SDM
dengan kedisiplinannya bekerja.

Komponen keempat pemecahan unit-unit kerja di sektor publik,
dalam hal ini terbagi dari beberapa bidang yang berkaitan langsung
dengan pemohon, diantaranya ruang tunggu yang bisa mengarahkan,
bidang CS tugasya untuk mengecek berkas yang dilengkapi, dan bidang
teknis perijinan tugasnya untuk membuatkan surat rekom yang akan
dikirim ke Dinas Teknis, ketiga bidang unit kerja tersebut berhubungan
langsung dengan pelayanan pemohon surat ijin. Komponen yang kelima
menciptakan persaingan di sektor publik -untuk menarik -konsumen
dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan murah untuk
terkait perijinan dilakukan secara gratis terkait biaya hanya di retribusi
seperti halnya IMB dan ijin reklame (pajak), untuk pembayarannya

melalui Bank Jatim.



115

Komponen yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di
sektor bisnis ke dalam sektor publik penerapannnya pada penilaian
Kinerja, sistem kompensasi, penempatan dan promosi pegawai, penilaian
Kinerja menggunakan sitem untuk pegawai ASN yang dilihat dari
kedisiplinan absen untuk ASN absennya manual, sistem kompensasi
yang diterapkan di Dinas yaitu adanya karyawan terbaik dengan cara
melihat kinerjanya, penempatan dan promosi pegawai tidak ditentukan
oleh Dinas akan tetapi dari atasan secara langsung Bupati, untuk
penambahan karyawan baru pengarahannya dari Kasubag Umum dan
Kepegawaian, seperti halnya diklat, pemberhentian PNS, disiplin PNS.
Komponen yang ketujuh penekanan pada disiplin dan penghematan yang
lebih besar dalam menggunakan sumber daya, penerapannya yaitu
menjaga kualitas atau mutu dalam SDM dan memangkas birokrasi dalam
pelayanan yaitu dengan mengikuti BIMTEK dan IPTEK, penggunaan
anggaran langsung dari Bapeda, dan setiap anggaran yang keluar sama
rata baik Bidang Penanaman Modal, Perijinan, Kesekretariatan, Kasubag
Umum dan Kepegawaian.

Hasil pengamatan dari ‘peneliti yang didapatkan di lapangan
tentang penerapan New Public Management (NPM) bahwasanya sudah
menerapkan prinsip NPM, selain itu peneliti juga menemukan bahwa
tugas pokok dan fungsi dalam standar kinerja sudah dilakukan
berdasarkan Perbup 24 2022 sesuai dengan Susunan Organisasi Tata

Kerja (SOTK). Peneliti juga menemukan bahwasanya terkait perijinan
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dilakukan secara gratis terkait biaya, hanya diretribusi seperti halnya
IMB dan ijin reklame (pajak), untuk pembayarannya melalui Bank Jatim.
Selain itu peneliti juga menemukan dalam perijinan dikatakan puas atau
tidak puasnya pemohon ketika surat ijin diterbitkan sudah benar akan
tetapi masih ada surat ijin yang terbit salah hal ini berhubungan dengan
ketepatan karyawan dalam mengoreksi pemberkasan sesuai dengan data
pemohon. Selain itu peneliti juga menemukan sebuah persamaan dengan
penelitian Agnesia Ruli Ayu Rahmawati yang sama-sama membahsan
tentang Penerapan Konsep New Public Management (NPM).*%*

2. Manfaat dari Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jember

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang implementasi New
Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam penerapannya dari ketujuh prinsip NPM yang
digunakan untuk memberikan pelayanan yang good governance vyaitu
terdapat beberapa manfaat.'** Manfaat dari penerapan NPM dilihat dari
keefektifan dan efisiensi. Dalam  pelayanan publik  untuk menciptakan
pelayanan secara lebih efektif pada pemaohon yaitu penerapan OSS yang

digunakan, sebab perijnan itu sekarang terintegrasi di sistem OSS, karena se

121 Agnesia Ruli Ayu Rahmawati, “Analisis Penerapan Konsep New Public Management (NPM)
Pada Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Di Jawa Timur)”, (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Malang, 2022).

122 Ani Agus Puspawati, “Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi
Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik), Jurnal Ilmu Administrasi Pablik, Vol. 1, No. 1, 2016.
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indonesia aplikasinya sama. Dalam pelayanan efisiensi juga penting terkait
sarana dan prasarana (sarpras) sudah cukup memadai, ruang tunggu yang
sudah disediakan: tempat duduk untuk ibu-ibu menyusui, smoking area,
anak-anak, pelayanan prioritas seperti halnya lansia, tempat buat santai-
santai, ngopi, juga disediakan dan pengambilan nomor antrian secara
otomatis, AC, musholla di belakang kantor, kamar mandinya bersih, dengan
tujuan memberikan kenyamanan pada masyarakat (pemohon) dan pemohon
santai untuk mengurusi surat ijin. Hal ini sesuai dengan pendapat Rainey
yang menyatakan bahwasanya manajemen publik itu ditujukan untuk
meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien),
penerapan ini diterapkan pada pegawainya lebih berkeahlian dan lebih
mampu mempertangungjawabkan kinerjanya.

Hasil pengamatan dari peneliti yang di dapatkan di lapangan yaitu
ada beberapa manfaat dari penerapan New Public Management (NPM) di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan
pelayanan yang secara lebih efektif dan efisien. Manfaat NPM untuk
menciptakan pelayanan secara efektif kepada pemohon yaitu penerapan
sistem OSS' pada perijinan yang digunakan. Penerapan yang- dilakukan
selain keefektifan, efisiensi juga penting terkait sarana dan prasarana
(sarpras) sudah cukup memadai dalam pelayanan, seperti halnya ruang
tunggu: tempat duduk untuk ibu-ibu menyusui, smoking area, anak-anak,
pelayanan prioritas seperti halnya lansia, tempat buat santai-santai, ngopi

juga disediakan, dan pengambilan nomor antrian secara otomatis, AC,
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musholla, kamar mandinya bersih, dengan tujuan memberikan kenyamanan
pada masyarakat (pemohon) dan pemohon santai untuk mengurusi surat ijin.
. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi New Public
Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Dalam penerapan prinsip New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya tidak
terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. Jika
ditinjau secara faktual, maka peneliti mencoba mengemukakan bahwa salah
satu fakor yang mendukung implementasi New Public Management (NPM)
dalam memberikan pelayanan di antaranya adalah sumber daya yang
dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki diantaranya sarana dan
prasarana, sumber daya pegawai. Salah satu penghambat dari penerapan
New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yaitu terkait di sistem New Man Error (yang manual),
ketidak telitian pegawai dalam mengoreksi, dan untuk masyarakat sendiri
yang salah persepsi dalam menghitung waktu argonya perijinan.

Apabila dikaitkan dengan faktor pendukung-yang pertama yaitu
sumber daya penerapannya pada sarana dan prasarana, dan sumber daya
pegawai. sarana dan prasarana untuk pelayanan sudah mendukung, dilihat
dari ruangan pelayanan yang didalamnya berbeda, terdapat seperti nuansa
cafe, pengambilan nomor antrian secara elektronik, kebersihan gedung,

ruangan yang terdapat AC, dilengkapi musholla di belakang kantor, kamar
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mandi bersih, dan ruang tunggu yang sudah dilengkapi dari: tempat duduk
untuk ibu-ibu menyusui, smoking area, anak-anak, dan ada pelayanan
prioritas seperti halnya lansia, tempat buat santai-santai, ngopi juga
disedikan. Selain sarana dan prasarana yang mendukung dari penerapan
New Public Management (NPM) selain itu juga ada sumber daya pegawai.
Untuk jumlah pegawai PNS dan Non PNS kurang lebih 40 SDM, rata-rata
untuk pendidikan mereka S1, dan S2. Selain pendidikan bisa
mempengaruhinya dalam dunia kerja akan tetapi sikap dalam memberikan
pelayanan sudah diterapkan pada saat mereka melayani pemohon, dengan
cara sikap 3S Sapa, Senyum, Santun dari pemberkasan sampai ketahap
pengambilan. Penghambat dari penerapan New Public Management (NPM)
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu terkait
di sistem New Man Error (yang manual), ketidak telitian pegawai dalam
mengoreksi, dan untuk masyarakat sendiri yang salah persepsi dalam

menghitung waktu argonya perijinan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas, maka untuk memberi
pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, peneliti memaparkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
Penerapan New Public Management (NPM) di Dinas Penamanam
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan 7 prinsip
NPM, karena sistem NPM digunakan dalam pemerintahan untuk
memangkas birokrasi dalam pelayanan publik. Standar yang digunakan
dalam pelayanan untuk meningkatkan pelayanan good governance dalam
penerapan NPM bahwasanya standar kinerja dan ukuran kinerja dalam
pelayanan berdasarkan Perbup 24 tahun 2022 sesuai SOTK.
2. Manfaat dari implementasi New Public Management (NPM) di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Manfaat penerapan NPM di gunakan untuk memberikan. pelayanan
good governance hal ini di dukung oleh keefektifan dan efisiensi yaitu
untuk menciptakan pelayanan secara efektif pada pemohon menggunakan
sistem perijinan OSS yang digunakan pada Dinas. Dalam pelayanan untuk
menciptakan efisiensi didukung oleh sarana dan prasarana (sarpras) yang
lengkap dengan tujuan memberikan kenyamanan pada masyarakat

(pemohon) dan pemohon santai untuk mengurusi surat ijin.
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3. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi New Public
Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Salah satu faktor yang mendukung dari penerapan NPM dalam
pelayanan yaitu sumber daya yang dimiliki diantaranya sarana dan
prasarana (sarpras), sumber daya pegawai dan penghambat dari penerapan
New Public Management (NPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yaitu terkait di sistem New Man Error (yang manual),
ketidak telitian pegawai dalam mengoreksi, dan untuk masyarakat sendiri
yang salah persepsi dalam menghitung waktu argonya perijinan.

B. Saran

Sebagai tahap akhir dari penyusunan skripsi ini, maka peneliti perlu
kiranya untuk menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah
kontribusi pemikiran dan dijadikan sebuah motivasi yang memiliki peran besar
dalam upaya menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang lebih baik. Saran-saran yang perlu diungkapkan yakni sebagai
berikut:

Penghambat pelayanan perijinan pada sistem yaitu New Man Error
(manual) menjadikan administrasi pelayanan lamban, ini perlu diperbaiki
dalam sistem penerapan NPM di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember untuk mendukung pelayanan secara

efektif dan efiien dalam pelayanan perijinan pada masyarakat (pemohon).
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Wawancara dengan Bapak Arief|
(Kepala Dinas)
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15 Agustus 2022

Wawancara dengan Ibu Nuki

(Karyawan sekaligus Bendahara)
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10 Oktober 2022

Melakukan wawancara lagi dengan
Bapak Andika (Kasubag Umum
dan Kepegawaian)
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Sumber: wawancara dengan Bapak Andika selaku Kagubag Umum
dan Kepegawaian.

Sumber: wawancara dengan Bapak Riyan selaku Seksi Pelayanan dan
Penetapan Perijinan.



Sumber: wawancara dengan Ibu Nuki selaku karyawan sekaligus bendahara.



Sumber: wawancara dengan Bapak Andika selaku Kasubag Umum dan
Kepegawaian.



Sumber: Ruang Bidang Teknis Perijinan.



Sumber: Ruang tunggu antrian pelayanan perijinan.
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